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MOTTO 

َ ٱلنااسى  بىصَدَقَةٍ لَّا خَيْرَ فِى كَثىيٍْ م ىن نَّاروَىٰ هُمر إىلَّا مَنر أمََرَ   لَٰحٍ بَيْر لىكَ ٱبرتىغَاءَ    ۚأوَر مَعررُوفٍ أوَرإىصر وَمَن يَ فرعَلر ذَٰ

راً عَظىيمًا   مَررضَاتى ٱللَّاى فَسَورفَ نُ ؤرتىيهى أَجر

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (Manusia) memberi sedekah atau berbuat 

ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang 

berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi 

kepadanya pahala yang besar”. 

 (Q.S. An Nisaa’: 114) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama 

Arab dari bangsa selain Arab ditlis sebagimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku 

dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi 

ini.  

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, 

sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic 

Transliteration), INIS Fellow 1992.  
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B. Huruf 

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari 

Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan 

kaidah berikut:1 

 Dl = ض  Tidak dilambangkan = ا

 Th = ط B = ب 

 Dh = ظ T = ت 

 (koma mengahadap ke atas) ‘ = ع  Ts = ث 

 Gh = غ  J = ج

 F = ف H = ح

 Q = ق Kh = خ

 K = ك D = د 

 L = ل Dz = ذ 

 M = م  R = ر

 N = ن  Z = ز

 W = و  S = س

 H = هـ Sy = ش

 Y = ي  Sh = ص 

 
1 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76 
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Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 

kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda 

koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”. 

C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = â misalnya  قال menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = î misalnya  قيل menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong  (aw)   = ــو     misalnya  قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun 

D. Ta’  marbûthah ( ة ) 

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسـالة  menjadi al للمدرسـة 
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risalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya   رحمة فى

 .menjadi fi rahmatillâh اهلل

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf  kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut 

ini :  

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan…. 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…. 

3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakum. 

4. Billâh ‘azza wa jalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 

menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab 

dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 

“ …Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, 

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan 

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, 

namun…” 
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Perhatikan penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “ 

salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 

bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, 

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmâ Wahîd”, “Amîn Râis “, dan 

bukan ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 

Syarifati,Ulisy, 16220065, 2020 IMPLEMENTASI PERATURAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERAN 

HAKIM MEDIATOR ( Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung ). Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, 

S.H.I.,M.SI 

  

Kata Kunci: Peran Hakim Mediator, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, 

Pengadilan Negeri Tulungagung. 

 

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang digunakan di 

Pengadilan. Dalam realitasnya pelaksanaan mediasi masih belum bisa meningkatkan 

persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, terbukti dari sedikitnya 

perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung. 

Hal ini sebagaimana yang tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Negeri 

Tulungagung tahun 2016-2020 yang mana semakin banyaknya jumlah perkara 

dimediasi dan belum bisa menunjukkan hasil yang baik. Dalam hal ini patut 

dipertanyakan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di pengadilan. 

Penelitian ini fokus pada 3 rumusan masalah. Pertama, Implementasi Perma No 

1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tulungagung. Kedua.Faktor penghambat hakim 

mediator dalam proses mediasi dan Ketiga, Upaya hakim mediator untuk 

memaksimalkan mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung. Untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif (membandingkan realitas hukum dengan ideal 

hukum), sumber hukum primer dan sekunder, Bahan hukum yang telah diperoleh 

dianalisis secara kritis dan sistematis. 

Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tulungagung sudah 

dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan 

mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung tidak maksimal. Terbukti dari tingkat 

keberhasilan mediasi yang masih relatif rendah setelah dimunculkannya PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. 

Adapun faktor penghambat untuk menciptakan perdamaian ialah terbatasnya mediator 

yang mana Pengadilan Negeri Tulungagung hanya memiliki 6 mediator dan semua 

adalah hakim yang tidak semua memiliki serifikat mediator. Adapun upaya yang 

dilakukan hakim mediator untuk memaksimalkan mediasi yaitu dengan memberikan 

motifasi para pihak dengan 3 metode diantaranya Fisiologis, Sosiologis dan Agama. 
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ABSTRACT 

 

Syarifati,Ulisy, 16220065, 2020 IMPLEMENTATION OF THE SUPREME 

COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING THE 

ROLE OF THE MEDIATOR JUDGMENT (Study at the Tulungagung 

District Court). Thesis. Islamic Economics Law Department. Sharia Faculty. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Akhmad 

Farroh Hasan, S.H.I., M.SI 
 

Keywords: The Role of Mediator Judges, Supreme Court rules No. 1 of 2016, 

tulungagung district court 

Mediation is one of the dispute agreements used in court. In reality the 

implementation of mediation has not been able to increase the success of the 

implementation of the mediation, as evidenced by the case agreement that was 

successfully resolved by mediation at the Tulungagung District Court. Tulungagung 

District Court in 2016-2020 which increased the number of cases mediated and has not 

been able to produce good results. In this case, women are questioned about the 

implementation of PERMA No. 1 of 2016, which is a regulation issued by the Supreme 

Court to minimize cases in court. 

This research focuses on 3 problem formulations. First, the Implementation of 

Perma No. 1 of 2016 in the Tulungagung District Court. Secondly, the factors that 

hamper mediator judges in the mediation process and Third, the efforts of mediator 

judges to maximize mediation in the Tulungagung District Court. To answer the 

formulation of the problem the authors use the type of empirical research using a 

qualitative approach (comparing the reality of law with the ideal of law), primary and 

secondary legal sources, the legal material that has been obtained is critically and 

systematically analyzed. 

The implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in Tulungagung 

District Court has been carried out to the maximum extent possible. However, there are 

several factors that result in mediation in the Tulungagung District Court not being 

maximized. Evidenced by the success rate of mediation which is still relatively low 

after the emergence of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 which is expected to 

increase the success of mediation. The inhibiting factor for creating peace is the limited 

mediator in which the Tulungagung District Court only has 6 mediators and all are 

judges who do not all have mediator certificates. The efforts made by the mediator 

judge to maximize mediation are by providing the motives of the parties with 3 methods 

including Physiological, Sociological and Religious. 
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 ملخص البحث 

بشأن دور حكم الوسطاء    2016لسنة    1العليا رقم    تطبيق لائحة المحكمة .2020,  013316220  ,اولى الشريفة
  مولانا  جامعة. الشريعة كلية. الإسلامي الاقتصاد  قانون قسم. أطروحة    )دراسة في محكمة مقا طعة تولونجاجونج( 

 S.H.I. ، M.SI  ، حسن فروح أحمد: المشرف. مالانغ  في الإسلامية إبراهيم مالك
 

 . تولونغاغونغ   منطقة  محكمة ،2016 لسنة  1  رقم العليا المحكمة لَّئحة،   الوسيط القاضي  دور  : الكلمات المفتاحية 
الوساطة هي إحدى طرق تسوية المنازعات المستخدمة في المحكمة. في الواقع ، لم يكن تنفيذ الوساطة قادراً  

القضايا التي تم حلها بنجاح من خلال  على زيادة النسبة المئوية للوساطة الناجحة ، كما يتضح من العدد الصغيْ من  
- 2016الوساطة في محكمة مقاطعة تولونغاغونغ. وهذا كما جاء في تقرير نهاية العام لمحكمة منطقة تولونغاغونغ في  

، حيث يتم التوسط في عدد متزايد من القضايا ولم يتمكنوا من إظهار نتائج جيدة. في هذه الحالة ، من المشكوك    2020
 ، وهي لَّئحة صادرة عن المحكمة العليا لتقليل القضايا في المحكمة.  2016لسنة  1لَّئحة المحكمة العليا رقم  فيه تنفيذ 

في محكمة منطقة تولونَّاجونج.    2016لعام    1تركيبات مشكلة. أولًَّ ، تنفيذ بيْما رقم    3يركز هذا البحث على  
والثالثة ، جهود قضاة الوسيط لتعظيم الوساطة في محكمة  ثانياً ، العوامل التي تعيق قضاة الوسيط في عملية الوساطة  

منطقة تولونغاغونغ. للإجابة على صياغة المشكلة ، يستخدم المؤلفون نوع البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي )مقارنة  
قانونية التي تم الحصول عليها  بيْ واقع القانون والمثال القانوني( ، والمصادر القانونية الأولية والثانوية ، ويتم تحليل المواد ال

 بشكل نقدي ومنهجي. 
  ومع .  ممكن  حد   أقصى  إلى   تولونغاغونغ   مقاطعة   محكمة   في   2016  لعام   1  رقم   العليا   المحكمة   لَّئحة   تنفيذ   تم

  نَّاح   معدل  من  يتضح.  تولونغاغونغ  منطقة  محكمة  في  التوسط  عدم  إلى  تؤدي   التي  العوامل  من  العديد  هناك  ،  ذلك
  من   تزيد  أن   المتوقع  من  والتي 2016  لعام 1  رقم العليا   المحكمة   لَّئحة   ظهور  بعد   نسبيًا  منخفضًا يزال   لَّ   الذي   الوساطة 

  وسطاء   6  لديها  تولونغاغونغ  مقاطعة   محكمة  حيث  المحدود  الوسيط  هو  السلام   لإحلال  المثبط  العامل .  الوساطة  نَّاح
  خلال   من  هي  الوساطة  لتعظيم  الوسيط  قاضي  يبذلها  التي  الجهود.  وسيط  شهادات   جميعًا  لديهم  ليس  قضاة  وجميعهم  فقط
 . والدينية  والَّجتماعية الفسيولوجية ذلك  في  بما  طرق  بثلاث  الأطراف  دوافع  تزويد 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap individu pasti membutuhkan interaksi satu sama lain demi 

mencapai kedamaian dan kerukunan diantara keduanya, karena hakikatnya 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk 

memenuhi kebutuhan masing-masing. Setiap ada masyarakat maka disitulah 

terdapat suatu hukum atau biasa disebut dengan Ibi Ius Ibi Societas. 

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang 

mana segala perbuatan harus berlandaskan hukum yang sudah ditetapkan, 

begitupula penyelesaian konflik ataupun sengketa baik privat maupun publik.2 

Sengketa perdata merupakan sengketa yang sering kali timbul 

dimasyarakat dengan berbagai macam macam kasus seperti perceraian, 

sengketa hak milik, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain 

sebagainya. Sengketa tersebut masuk dalam ranah privat dan proses 

penyelesaianya membutuhkan waktu yang relatif lama. Sengketa perdata yang 

timbul mewajibkan setiap orang atau masyarakat untuk menyelesaikan 

perkaranya sehingga mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut.  

 
2 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), 

hlm.1 
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Terdapat 2 macam penyelesaian sengketa perdata yaitu litigasi dan non 

litigasi (musyawarah para pihak dan jalur pengadilan). Beragam konflik yang 

terjadi di masyarakat tidak semua dapat diselesaikan dengan musyawarah 

antara para pihak, sehingga besar kemungkinan membawa sengketa tersebut ke 

lembaga pengadilan.3 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikenal 

dengan sebutan Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dengan 

melibatkan pihak ketiga (Mediator) sebagai penengah atau perantara para pihak 

yang bersengketa untuk menemukan titik terang atau jalan keluar. 

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan dalam PERMA No 1 Tahun 

2016 terkait prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan pembaharuan dari 

Perma No 1 Tahun 2008. Mediasi di Pengadilan adalah institusi yang 

meningkatkan perdamaian seperti yang dijelaskan di pasal 130HIR/154RBG 

ayat 1 yang berisi “jikai padai harii yangi ditentukani itui, keduai belahi pihaki 

datangi, makai Pengadilani Negerii dengani pertolongani ketuai mencobai 

akani memperdamaikani merekai”. Pasal tersebut nyata bahwa peran hakim 

sangatlah penting untuk mengusahakan perdamaian atas sengketa perdata yang 

ditanganinya. Demikian mediasi di hubungkan dengan proses berperkara di 

pengadilan, hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan, kelancaran dan 

ketertiban ketika melaksanakan mediasi.4 

 
3 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), hlm.19 
4 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.92 
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Perma No 1 Tahun 2016 memberikan kedudukan penting terkait dengan 

mediasi, hal tersebut karena perdamaian merupakan alternatif yang paling tepat 

daripada dituntaskan dengan putusan pengadilan. Hakim mempunyai 

kewajiban untuk mengusulkan rangkaian penyelesaian perkara perdata di 

pengadilan hal ini terdapat pasal 3 ayat (1), (2), dan, diantaranya :  

(1) Mediasi wajib dilakukan untuk menyelesaikan sengketa baik oleh hakim 

mediator, kuasa hukum, ataupun para pihak yang bersangkutan. 

(2) Dalam pertimbangan putusan hakim pemeriksa perkara wajib 

mencantumkan bahwa perdamaian telah diupayakan dengan perantara 

mediator. 

(3) Apabila para pihak tidak melaksanakan mediasi maka hakim pemeriksa 

perkara dianggap melanggar peraturan perundang-undangan terkait 

mediasi.5 

Lima perubahan mendasar dalam perma No 1 Tahun 2016 yaitu 

mengenai Itikad Tidak Baik dalam Mediasi dan konsekuensinya, Penyelesaian 

Sebagian, Pengecualian Mediasi, Konsekuensi tidak menempuh Proses Mediasi 

dan Penyelesaian Mediasi di Luar Pengadilan. Apabila penggugat dinyatakan 

tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2)6, maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak 

beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. 

 
5 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 3  
6 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 7 
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Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim. 

Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator 

menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa 

Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan 

besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya 

mediasi. 

Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa mediator 

bisa dari kalangan hakim ataupun non hakim yang bersertifikat mediator. 

kewenangan mediator yang dimaksud adalah menjadi pihak yang netral untuk 

membantu mencari jalan keluar dari permasalahan atau sengketa kedua belah 

pihak tanpa harus memaksakan atau memutus  sengketa tersebut.7 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 13 

ayat (1) yang mana mewajibkan setiap mediator non hakim untuk memiliki 

sertifikat mediator yang didapatkan dari pelatihan sertifikasi mediator oleh 

Mahkamah Agung.8 

Hakim di Pengadilan seringkali dijadikan sebagai mediator 

dibandingkan mediator non hakim yang bersertifikat mediator, hal ini terjadi 

karena jasa hakim di pengadilan dibebaskan biaya sedangkan apabila 

menggunakan mediator diluar pengadilan atau mediator non hakim maka akan 

 
7 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 1  
8 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 13 
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dikenakan biaya sesuai kesepakatan antara mediator dan para pihak yang 

menggunakan jasa mediator tersebut.9 

Hakim mediator mempunyai tanggung jawab yang berpengaruh pada 

keberhasilan mediasi dalam sengketa yang diselesaikannya. Apabila ditinjau 

dari Perma No 1 Tahun 2016 tepatnya terdapat dalam pasal 13 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa hakim yang tidak bersertifikat mediator bisa berfungsi 

sebagai pihak ke tiga (mediator) karena suatu alasan tertentu yaitu terbatasnya 

jumlah mediator di Pengadilan atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian 

dikaitkan dengan pasal 14 terkait dengan tugas dan wewenang hakim mediator 

sebagai pihak netral dan penengah sengketa yang terjadi diantara kedua belah 

pihak.10 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penyusun ingin menggali 

informasi lebih jauh dan mengaitkanya dengan ketentuan Perma No 1 Tahun 

2016. Penelitian ini dilakukan karena ketika proses mediasi di pengadilan 

terkadang kurang optimal dengan sedikit perkara atau sengketa yang tuntas 

dalam tahap mediasi. Perkara ini didasari ketika penelitian pertama yang 

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 Juli 2019 

dengan data yang didapatkan dari dokumen dan hasil rekapan oleh Panitera 

Perdata diantaranya :11 

 
9 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 8  
10 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal  13-14 
11Dokumen Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10 Juli 2019 
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No 

Jenis Perkara 

Masuk Tahun 2017 

Jumlah Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

  

 

Akta 

Perdamaian 

Pencabutan  

1 Jual Beli tanah 2 1  1 

2 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

13 - 1 12 

3 Wanprestasi 9 2 1 6 

4 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

10 2 - 8 

5 Perceraian 7 - - 7 

 
 

No 

Jenis Perkara 

Masuk 2018 

Jumlah Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

   

Akta 

Perdamaian 

Pencabutan  

1 Jual Beli Tanah - - - - 

2 Jual Beli 1 - - 1 

3 

Perbuatan 

Melawan Hukum 

6 - - 6 

4 Wanprestasi 3 - - 3 
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No Jenis 

Perkara 

Masuk 

2019 

Jumlah Berhasil Tidak 

Berhasil 
 Akta 

Perdamaian 

Pencabutan 

1 Jual Beli 

Tanah 

3 - - 2 

2 Jual Beli - - - - 

3 Perbuatan 

Melawan 

Hukum 

14 -  11 

4 Wanpresta

si 

2 - - 1 

5 

Perbuatan 

Melawan Hukum 

7 - - 7 

6 Perceraian 8 - 8 - 
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5 Perbuatan 

Melawan 

Hukum 

- - - - 

6 Perceraian - - - - 

 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penyusun di Pengadilan Negeri 

Tulungagung dari kurun waktu 2017 hingga 2019 terdapat 85 perkara masuk dan 

dari jumlah perkara masuk hanya terdapat 16 perkara yang selesai dan berhenti 

dalam tahap mediasi. Terkait dengan jumlah hakim di Pengadilan Negeri 

Tulungagung ada 6 hakim dan hanya 2 hakim yang memiliki sertifikat mediator.  

berdasarkan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung yang disebutkan 

diatas bahwa hanya terdapat 2 hakim yang memiliki sertifikat mediator maka jika 

di dasarkan dengan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 13 yaitu dengan terbatasnya 

hakim yang memiliki sertifikat mediator di pengadilan maka hakim yang belum 

memiliki sertifikat mediator dapat berfungsi sebagai mediator dengan Surat 

Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung.  

Jika di lihat dari pemaparan di atas, pelaksanaan regulasi tentang peran 

hakim mediatorlah yang menjadi alasan pendorong bagi penulis untuk mengkaji 

lebih jauh lagi tentang pelaksanaan PERMA No. 01/2016 di tingkat daerah. 

Bagaimana pihak pengadilan Negeri Tulungagung menyikapi PERMA tersebut. 

Maka dalam skripsi ini penulis memberi judul yaitu “IMPLEMENTASI 
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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PERAN HAKIM MEDIATOR  ( Studi di Pengadilan Negeri 

Tulungagung )” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait peran hakim 

mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri 

Tulungagung ? 

2. Apa faktor penghambat hakim mediator ketika melaksanakan mediasi perkara 

perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung untuk memaksimalkan mediasi dalam menyelesaikan perkara 

perdata? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait peran 

hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri 

Tulungagung 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat hakim mediator ketika melaksanakan 

mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung 

3. Untuk memberikan pengetahuan terkait upaya yang dilakukan oleh hakim 

mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memaksimalkan mediasi 

dalam menyelesaikan perkara perdata. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk akademisi atau 

mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk mendalami pengetahuan terkait 

dengan mediasi di pengadilan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian yang 

serupa juga dapat menjadi tambahan ide atau pemikiran terhadap hukum acara 

terutama dalam proses mediasi di pengadilan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk siapa saja baik kaum 

awam ataupun orang yang mempunyai keterlibatan di lembaga pengadilan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Aida Safitri Murtadlo dengan skripsinya yang berjudul “Dampak 

Profesionalitas Hakim Mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan 

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan” skripsi 

tersebut diresmikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Skripsi tersebut mengkaji terkait 

dengan dampak profesionalitas hakim mediator untuk meningkatkan 

keberhasilan mediasi pada perkara perceraian tepatnya di Pengadilan Agama 

Lamongan. Penelitian ini juga mengkaji apa saja yang menjadi penghambat 

hakim mediator untuk meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Lamongan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu 

peneliti mencari data dan informasi langsung dari respondenya yaitu dengan 

terjun ke lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan 

sekunder, primer diperoleh dari responden yaitu hakim mediator di 

Pengadilan Agama Lamongan sedangkan data sekunder didapatkan dari 
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literature, buku-buku, jurnal dan undang-undang. Sedangkan teknik yang 

digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. 

Kesimpulan dari penelitian Aida Safitri Murtadlo adalah hakim 

mediator yang menangani mediasi merupakan hakim yang professional dan 

mempunyai keterampilan serta kemampuan dalam mediasi dan cara 

penyampaian pada para pihak lugas dan solutif, sehingga dapat memberikan 

keyakinan pada para pihak untuk berdamai dan tidak bercerai. Hal tersebut 

juga memberikan dampak pada para pihak untuk hadir ketika proses mediasi 

maka upaya hukum hakim mediator tersebut dapat meningkatkan 

keberhasilan ketika proses mediasi, adapun hambatan hakim mediator di 

Pengadilan Agama Lamongan ialah tidak hadirnya para pihak kurang faham 

adanya ketentuan dalam mediasi.12 

Persamaan penelitian ini dengan aida safitria adalah sama-sama 

memfokuskan topik yang berkenaan dengan peran hakim mediator, sama-

sama menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan observasi dan 

wawancara secara langsung dengan subjek yang akan diteliti,  

Perbedaanya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan 

bagaimana peran hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung apakah 

sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 Karena terdapat perubahan-

perubahan antara peraturan sebelumnya dengan Perma No 1 Tahun 2016 

 
12 Aida Safithri Murtadlo,” Dampak Profesionalitas Hakim Mediator Dalam Upaya Meningkatkan 

Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan.”Skripsi, (Surabaya:Uin 

Sunan Ampel,2015). 
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yang mana perubahan tersebut bertujuan supaya mediasi bisa maksimal. 

Perbedaan selanjutnya dalam Penelitian Aida Safitri Murtadlo Perma No 1 

Tahun 2016 belum diterbitkan sehingga penelitian ini membandingkan 

dengan perma No 1 Tahun 2008 terkait dengan prosedur mediasi di 

Pengadilan.  Perbedaan yang terakhir yaitu fokus dari penelitian Aida Safitri 

Murtadlo adalah Perkara perceraian bagi orang-orang islam sedangkan 

dalam penelitian ini semua sengketa yang ada di Pengadilan Negeri 

Tulungagung mulai dari Perceraian, Wanprestasi, Perbuatan melawan 

Hukum dan lain lain. 

2. Irsyadul Ibad dengan skripsinya yang berjudul ; Efektifitasi penerapani 

Permai No 1 Tahun 2016 dalami kewajibani beritikadi baiki padai mediasii 

yangi diwakilkani kepadai kuasai hukumi ( Studi Lapangani di Pengadilani 

Agamai Gresik ) Skripsi ini diresmikan oleh Fakultas Syariah program studi 

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada Tahun 2017. Skripsi ini mengkaji terkait dengan penerapan 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu kewajiban beritikad baik dalami proses 

mediasi di Pengadilan Agama Gresik dan seberapa efektif proses mediasi 

yang diserahkan oleh kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan Empiris dan 

memakai pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan sumber data 

wawancara langsung dengan mediator, data yang digunakan ada 2 primer 

dan sekunder, primer yang mana subjek dalam penelitian adalah hakim 
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mediator dan para pihak. Sedangkan data sekunder diambil dari literatur-

literatur dan Peraturan Mahkamah Agung. 

Kesimpulan dari penelitian penelitian Irsyadul Ibad adalah dalam 

mengusahakan perdamaian Pengadilan Agama Gresik telah menerapkan 

Perma No 1 Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, 

yang mana dalam penelitian ini lebih menekankan terkait itikad baik oleh 

para pihak karena inilah yang menjadi parameter penilaian bagi mediator. 

dalam penelitian ini kuasa hukum bisa menjadi faktor penghambat ketika 

melakukan mediasi karena kebanyakan kuasa hukum tidak menginginkan 

terjadinya perdamaian diantara para pihak atau klienya, karena dengan 

berdamai maka memutus kerja antara kuasa hukum dengan klienya.13 

Persamaan penelitian ini dengan Irsyadul Ibad adalah sama-sama 

menggunakan Perma No 1 Tahun 2016 sebagai bahan pedoman dalam 

penelitian, serta sama- sama menggunakan jenis penelitian empiris dan 

sumber data yang digunakan adalah wawancara.  

Perbedaan ini dengan Irsyadul Ibad adalah dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada peran hakim mediator untuk menjadi penengah dalam 

sengketa yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung serta faktor 

penghambat hakim sebagai mediator ketika melaksanakan proses mediasi 

sedangkan dalam penelitian Irsyadul Ibad lebih fokus pada para pihak yang 

 
13 Irsyadul Ibad, Efektifitasi penerapani Permai No 1 Tahun 2016 dalami kewajibani beritikadi baiki 

padai mediasii yangi diwakilkani kepadai kuasai hukumi ( Studi Lapangani di Pengadilani Agamai 

Gresik ). Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2017). 
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mempunyai kewajiban beritikad baik dalam mediasi seperti tidak hadir 

ketika mediasi tapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya, ini dapat menjadi 

faktor penghambat hakim mediator untuk mendamaikan para pihak. 

3. Fahmi Rachmanda Putra ( Perani hakimi sebagaii mediatori dalami 

penyelesaiani perkarai sengketai ekonomi syariahi di Pengadilani Agamai 

Surakartai Tahuni 2015-2017 ). Skripsi ini diresmikan oleh Fakultas Syariah 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta pada Tahun 2018. 

Skripsi ini mengkaji terkait dengan bagaimana usaha hakim mediator ketika 

menangani sengketa ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama 

Surakarta dalam kurun waktu 2015 – 2017, serta mengkaji tentang faktor 

yang menjadi kendala ketika menjalankan proses mediasi di Pengadilan 

Agama Surakarta dalam kurun waktu 2015-2017. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dan 

metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim mediator 

serta dilengkapi dengan dokumentasi dan terakhir menggunakan tekniki 

analisai deskriptifi kualitatif  

Kesimpulan dari penelitian ini dan Fahmi Rachmanda Putra adalah 

mediator sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk membantu para 

pihak supaya menyetujui untuk berdamai, adapun yang menjadi hambatan 

ketika proses mediasi adalah kedua belah pihak yang tidak terlalu memahami 

akad dalam ekonomi syariah serta kurangnya skilli mediator untuk menjadi 
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pihak ketiga dalam sengketa tersebut, dan yang terahir adalah tidak hadirnya 

para pihak ketika proses mediasi.14 

Persamaan skripsi ini dengan Fahmi Rachmanda Putra adalah sama-

sama berbicara terkait dengan peran hakim mediator, sama-sama menangani 

sengketa atau kasus-kasus perdata, jenis penelitian yang digunakan adalah 

peneleitian lapangan, serta sama- sama menggunakan wawancara dan 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. 

Perbedaan dari penelitian Fahmi Rachmanda dengan penelitian ini 

adalah dalam penelitian ini meneliti terkait keseluruhan sengketa perdata 

baik sengketa wanprestasi, hutang piutang, perceraian dan perbuatan 

melawan hukum, sedangkan dalam penelitian Fahmi Rachmanda Putra 

hanya memfokuskan peran hakim mediator ketika menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah, tentu hal ini berbeda dari segi objek permasalahan dan 

metode para hakim mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut, instansi 

yang digunakan juga berbeda yang mana dalam penelitian ini menggunakan 

Pengadilan Negeri sedangkan penelitian Fahmi Rachamnda Putra 

menggunakan Pengadilan Agama sebagai sumber penelitian yang mana 2 

instansi tersebut berbeda kewenanganya. 

B. Pengertian Mediasi 

 
14 Fahmi Rachmanda Putra, Perani hakimi sebagaii mediatori dalami penyelesaiani perkarai sengketai 

ekonomi syariahi di Pengadilani Agamai Surakartai Tahuni 2015-2017. Skripsi. (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2018). 
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Mediasi memiliki cakupan definisi yang luas sehingga tidak mudah 

untuk menguraikannya secara terperinci.15 Mediare merupakan bahasa latin 

dari definisi mediasi secara estimologi, yang berarti berada ditengah. 

Maksutnya adalah pihak ke 3 yang menangani perkara maupun sengketa 

diantara kedua belah pihak, “Ditengah” juga berarti mediator harus netral 

kepada para pihak dengan tidak memihak 1 orang saja.16 

Mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi 

diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri 

mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian 

sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. 

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat 

sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 

pengambilan keputusan.17 

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses 

negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak 

(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.18 

 
15 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

119 
16 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009),2 
17 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 169 
18 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 10 



18 
 

Goopaster mencoba mengekslorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya 

dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan 

mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu 

mediasi. 

Menurut Perma No 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana 

diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator”19 

Penulis berkesimpulan dari beberapa definisi diatas bahwa, mediasi 

dan negoisasi memiliki hubungan yang erat yaitu mediasi merupakan 

intervensi dari proses negoisasi yang dilakukan pihak ketiga. Pihak ketiga 

dalam pengertian ini memiliki kewenangan terbatas atau bahkan tidak 

memiliki kewenangan sama sekali untuk mengambil keputusan atau 

membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima 

kedua belah pihak. 

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No 1 

Tahun 2016 mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum perma 

ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. 

Secara lebih luas dalam perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola 

serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. 

 
19 Ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 1 
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Urgensi mediasi dalam perma ini ditekadkan dalam bentuk 

kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak 

menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak 

menempuh mediasi, maka apabila dianjurkan upaya hukum, maka pada 

tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa 

memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi 

(pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016). 

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak 

diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses 

mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa 

perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma No 1 Tahun 2016). 

Ketentuan lain dari Perma No. 1 Tahun 2016 akan diuraikan lebih lanjut 

dalam bab-bab selanjutnya.20 

C. Dasar Hukum Mediasi 

1. Dasar Hukum Mediasi 

a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas 

penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. 

b) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg Lembaga perdamaian dalam pasal 130 

HIR/154 RBg dalam praktiknya dijalankan oleh para hakim sebagai 

sekedar formalitas saja.  

 
20 Ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 3 
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c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Semua hakim (majlis) yang 

menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan 

perdamaian dengan menerapkan pasal 130HIR/154RBg, tidak hanya 

sekedar formalitas saja, dengan demikian Mahkamah Agung 

memberikan sedikit ubahan dengan lebih memaksa guna mendamaikan 

pihak yang berperkara.21 

d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seiring berjalanya waktu Mahkamah 

Agung menyadari bahwa SEMA No.1 Tahun 2002 tidak efektif sebagai 

landasan hukum yang mendamaikan para pihak. Pada akhirnya, SEMA 

ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130HIR/154RBg, bahwa 

SEMA ini hanya memberikan peran yang sedikit untuk hakim dalam 

upaya mendamaikan serta memilih kewenangan untuk didaftarkan ke 

Pengadilan dengan terlebih dahulu melalui proses perdamaian karena 

itu, SEMA No, 1 Tahun 2002 dicabut oleh Mahkamah Agung yang pada 

saat itu hanya berumur 1 tahun 9 bulan, dan pada tanggal 11 September 

2003 Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 

1985 tentang kekuasaan kehakiman memberikan wewenang kepada 

Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk 

 
21 Ketentuan SEMA No MA/Kumdil/001/1/k/2002 
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mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalanya 

peradilan, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No 2 tahun 2003 tentang prosedur pengadilan mediasi di 

pengadilan. 

e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang 

prosedur Mediasi di pengadilan, peran mediator menurut pasal 5 

menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi 

mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukan adanya keseriusan 

dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi dengan professional. 

Untuk seorang mediator sendiri harus orang yang qualified serta 

memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan bisa memberikan 

keadilan dalam mediasi. Jika mengacu pada pasal 2 Perma Nomor 1 

tahun 2008 yang mewajibkan dan menentukan sanksi, maka perlu 

dipertimbangkan juga ketersediaan sumber daya manusianya untuk 

menjalankan mediasi.22 

f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2016 

dikeluarkanya Perma yang baru ini tentu mempunyai alasan yang 

signifikan, untuk mewujudkan keberhasilan Perdamaian dalam mediasi  

jauh lebih mudah, adapun yang menjadi perbedaan antara Perma No 1 

 
22 Bambang Sugeng, Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi, 

(Surabaya: Kencana, 2012), h. 26 
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Tahun 2008 dan Perma No 1 Tahun 2016 diantaranya : Pertama, terkait 

batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari 

terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya 

kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara 

langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa 

hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak 

memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, 

kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, 

tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, 

hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang “Itikad Baik” dalam 

proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik 

dalam proses mediasi.23 

Setelah terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan diharapkan menjadi jawaban dalam penguatan 

mediasi dalam  penyelesaian sengketa, Dan menjadi keharusan untuk 

perkara perdata harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu, begitu 

juga dengan perdata agama. Pembaharuan peraturan mediasi ini juga 

menjadi lebih menuju ke arah yang lebih baik karena dengan 

menekankan itikad baik dalam prosedur mediasi sehingga mediasi dapat 

 
23 https://www.academia.edu/23471445/Perbandingan_Perma_Mediasi. Diakses pada tanggal Selasa 

12 Oktober 2019, pukul 08.09 

https://www.academia.edu/23471445/Perbandingan_Perma_Mediasi
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menyelesaikan masalah yang ada tanpa adanya permasalahan baru yang 

timbul di kedepan hari. 

2. Dasar Hukum Dalam Islam 

a) Q.S. An Nisaa’: 114, 

َ ٱلنااسى لَّا خَيْرَ فِى كَثىيٍْ م ىن نَّاروَىٰ هُمر إىلَّا مَنر أمََرَ بىصَدَقَةٍ أوَر  لَٰحٍ بَيْر إىصر  مَعررُوفٍ أوَر

  ۚ  

لىكَ ٱبرتىغَاءَ مَررضَاتى ٱللَّاى فَسَ    عَلر ذَٰ راً عَظىيمً وَمَن يَ فر ورفَ نُ ؤرتىيهى أَجر  

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 

mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (Manusia) 

memberi sedekah atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian 

di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena 

mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala 

yang besar”. 

b) Q.S. Al-Hujurat 49:9, 

لىهَا إىن يرُىيدَا لىهى وَحَكَمًا م ىهر أَهر قَاقَ بَ يرنىهىمَا فاَب رعَثىُار حَكَمًا م ىهر أهَر تُمر شى فر  وَإىنر خى

اً لَله كَانَ عَلىيرمًاخَبىيْر نَ هُمَا إىنَّا   إىصرلَاحًا يوُف ىكىاللهُ بَ ي ر

Artinya :”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
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kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi 

Mahamengenal”. 

c) Q.S. Al-Hujurat: 9 

نَ هُمَا   دَ  بَ غَتر   فإَىنر   ۚ  وَإىنر طاَئىفَتَانى مىنَ الرمُؤرمىنىيَْ اق رتَ تَ لُوا فأََصرلىحُوا بَ ي ر اهُُاَ عَلَى إىحر

رَىٰ فَ قَاتىلُوا الاتيى تَ برغىي حَتَّاٰ تفَىيءَ إىلَىٰ أمَررى اللَّاى   ُخر نَ هُمَا  والىحُ فأََصر   فاَءَتر   فإَىنر   ۚ  الأر  بَ ي ر

لى  لرعَدر طوُا  باى طىيَْ   يُىُب   اللَّاَ   إىنا  ۚ    وَأقَرسى الرمُقرسى  

Artinya :” Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau 

yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. 

D. Proses Mediasi 

1. Tahap Pra Mediasi 

Pasal 17 Perma No.1 Tahun 2016 menerangkan bahwa : “pada hari 

sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Hakim wajib 

menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan 

kepada para pihak menempuh proses mediasi. Di samping itu, hakim 

wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan 

biaya mediasi.24 

 
24 Krisna Harahap, Acara Perdata- Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative, 

(Bandung:Geafitri Budi Utami,2008), 57 
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Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi 

pelaksanaan mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban 

mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses 

mediasi . 25 pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Perma No. 1 Tahun 

2016 diatur mengenai hal para pihak untuk memilih mediator yang telah 

ditentukan. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu 

orang mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. 

Daftar mediator diatur dalam pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk 

memudahkan para pihak memilih mediator , ketua Pengadilan 

menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 nama 

mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau 

pengalaman para mediator. 

Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah 

memiliki sertifikat dalam daftar mediator, jika dalam wilayah 

pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, 

semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan 

dalam daftar mediator. 

Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan hakim 

yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua 

Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada 

pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan 

 
25 Krisna Harahap, Acara Perdata- Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative, 66 
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keabsahan sertifikat. Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon 

dalam daftar mediator. ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan 

memperbaharui daftar mediator. 

Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari 

daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena 

mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakefektifan setelah penugasan dan 

pelanggaran atas pedoman perilaku.26 

Honorarium mediator (biaya mediator) telah disebutkan pada pasal 

10 Perma ini, yaitu untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak 

dipungut biaya. Untuk uang jasa mediator bukan hakim ditanggung 

bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Batas 

waktu pemilihan mediator diatur dalam pasal 20 Perma tersebut, yaitu 

setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan 

para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya 

untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin 

timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak 

segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majlis 

hakim. 

Ketua majlis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk 

melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal atau 2 hari 

kerja berikutnya setelah sidang pertama terpenuhi para pihak tidak dapat 

 
26 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di I ndonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

31 
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bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib 

menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua 

majlis hakim.27 

Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan 

memilih mediator, ketua majlis hakim segera menunjuk hakim bukan 

pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama 

untuk menjalankan fungsi mediator. jika pada pengadilan yang sama 

tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka 

hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang 

ditunjuk oleh ketua majlis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.28 

2. Tahap Mediasi 

Tahap mediasi diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 

Perma No 1 Tahun 2016, diantaranya : Dalam waktu paling lama 5 hari 

kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain 

dan kepada mediator. Apabila dalam waktu paling lama 5 hari kerja 

setelah para pihak gagal memilih mediator , masing-masing pihak dapat 

menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.29 

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak 

mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majlis hakim, 

 
27 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama, 

(Jakarta:Gramedia, 2009), 43 
28 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama, 33 
29 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di I ndonesia. 31 
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atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Perma No 1 Tahun 

2016. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi 

dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi 

atau audio visual.30 

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah 

satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak 

menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang 

telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 

pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil patut. 

Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa 

dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta 

kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak 

lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 

berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses 

mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim 

pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk 

dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. 

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat 

mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 

 
30 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama. 55 
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memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 

menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.31 

Namun para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan 

tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau 

penilaian seorang ahli. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau 

lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan 

kesepakatan. 

Jika setelah batas waktu maksimal 30 hari kerja para pihak tidak 

mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab lainya, 

mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah 

gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah 

menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan 

perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. 

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara 

tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian 

hingga sebelum pengucan putusan dan berlangsung paling lama 14 hari 

kerja. Sejak hari dimana para pihak menyampaikan keinginan berdamai 

kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.32 

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan 

pengkuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 

 
31 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama. 64 
32 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembanganya di Indonesia, 

(Yogyakarta:Gama media,2007), 44 
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sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan 

atau perkara lain. Catatan mediator wajib dimusnahkan, kemudian 

mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan 

perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dikenai 

pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan 

perdamaian hasil proses mediasi.33 

Di dalam Perma No 1 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang 

adanya kewajiban bagi para pihak untuk mengahadiri secara langsung 

pertemuan mediasi dengan atau tanpa di damping kuasa hukum, kecuali 

ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya 

itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang 

tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari Perma No.1 

Tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya 

harus beritikad baik. 

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses 

mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka 

berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 

hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad 

baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. 

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik 

pada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya 

 
33 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembanganya di Indonesia, 50 
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mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidakberhasilan atau tidak 

dapat dilaksanakanya mediasi. 

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang 

merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima 

disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. 

Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar 

biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan 

diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan, apabila 

tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. 

Mediator menyamoaikan laporan tergugat tidak beritikad baik 

terhadap hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan 

biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan 

ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi.34 

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam 

persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan 

yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat 

untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam 

ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan 

 
34 Rambe Ropaun, Hokum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 44 
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dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan 

biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara 

tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.35 

Di dalam ketentuan pasal 7 Perma No 1 Tahun 2016 inilah yang 

nyatanya berbeda dari ketentuan Perma No 1 Tahun 2008. Serta banyak 

ahli yang menyatakan mediasi dengan Perma terbaru ini akan bisa 

efektif dan efisien. 

Dalam Perma No 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan 

kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam 

menyelesaikan perkara atau sengketa perdata, yang kemudian hasil 

mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke 

Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Adapun poin pembeda antara  

E. Mediator 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediator adalah pihak netral 

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.36 Sedangkan dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain 

yang memilik Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 

Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

 
35 Rambe Ropaun, Hokum Acara Perdata Lengkap, 50 
36 Ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 6 
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kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus 

atau memaksakan sebuah penyelesaian.37 Dari kedua perbedaan 

pengertian tersebut menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 

lebih menekankan kepada Hakim atau pihak lain yang mempunyai 

sertifikat mediator. 

Mediator sebagai pihak ketiga netral, independen dan tidak 

memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui 

lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. 

Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada 

umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian 

sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak 

memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk 

bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna 

mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan 

oleh para pihak. 

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian 

mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan 

dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba 

menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan 

kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu 

 
37 Ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan pasal 1  
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menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya 

kompromi diantar kedua belah pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Baru setelah 

diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan 

(beserta segala revisi atau perubahannya) untuk penyelesaian masalah 

yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu 

secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya 

sampai di situ, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan 

dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah 

pihak.38 

F. Penunjukan Mediator 

Pemilihan atau penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak 

yang bersengketa atau melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator 

yang telah terdaftar di Pengadilan atau mediator di luar Pengadilan. 

Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator di 

dalam atau diluar daftar Pengadilan, maka ketua majlis hakim 

berwenang menunjuk mediator dari daftar tingkat pengadilan pertama 

dengan suatu penetapan. Menurut pasal 19 ayat (1) Perma No 1 Tahun 

2016 memberikan kriteria bahwa para pihak berhak memilih mediator 

diantara pilihan-pilihan berikut : 

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan 

 
38 Gunawan Widjadja, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2002), 92 
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2. Advokat atau akademisi hukum 

3. Profesi hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 

berpengalaman dalam pokok sengketa 

4. Hakim majlis pemeriksa perkara  

Pada hakikatnya mediator harus mampu berorientasi pada 

keseragaman tindakan dan pola pikir dari masing-masing pihak yang 

bersengketa, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengembangan 

lebih luas dalam penyikapan sengketa yang diajukan secara formil, jadi 

mediator dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, 

menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-

perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.39 

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 pasal 14 bahwa fungsi dan tugas 

mediator adalah: 

1) memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak 

untuk saling memperkenalkan diri 

2) menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak 

3) menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak 

mengambil keputusan 

4) membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak 

5) menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan 

satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus) 

 
39 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 44 



36 
 

6) menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak 

7) mengisi formulir jadwal mediasi 

8) memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan 

permasalahan dan usulan perdamaian 

9) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan 

berdasarkan skala proritas 

10) memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:  

a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak 

b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para 

Pihak; dan 

c) bekerja sama mencapai penyelesaian;  

11) membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan 

Perdamaian 

12) menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak 

dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara 

13) menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan 

menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara 

14) tugas lain dalam menjalankan fungsinya40 

pada hakekatnya mediator harus senantiasa berseifat netral, dalam 

artian bahwa di samping tidak memperlihatkan keberpihakan juga 

diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap 

 
40 Ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 14 
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hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses 

mediasi. Proses menentukan mediator berlangsung saat para pihak hadir 

sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau 

paling lama 2 hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih 

mediator bukan hakim, apabila jangka waktu maksimal para pihak tidak 

bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib 

menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majlis 

hakim. 

Selanjutnya hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa 

pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk 

menjalankan fungsi mediator. untuk pengadilan sama yang tidak 

mempunyai hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka 

hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat ditunjuk oleh 

ketua majlis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, maksut 

dari penelitian lapangan ini adalah proses penggalian data maupun 

informasi langsung diambil dari objeknya (Narasumber).41 Penelitian ini 

juga bisa dikatakan sebagai penelitian empiris yang mana menggunakan 

perbandingan perbandingan teori dengan fakta di lapangan adapun kasus 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang peran hakim mediator (Studi 

di Pengadilan Negeri Tulungagung). Dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini menggunakan metode penelitian lapangan yang mana peneliti disini 

secara intensif mempelajari latar belakang kondisi di lokasi secara aktual.42 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

metode ini digunakan karena lebih menekankan proses dan makna daripada 

 
41 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11. 
42 Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5 
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hasilisuatui aktivitasi.43 Maksud dari pendekatan kualitatif ini lebih 

menganalisis dan menggambarkan dengan rinci dan jelas terkait dengan 

“Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peran Hakim Mediator 

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung )”.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengolahan data terkait dengan 

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peran Hakim Mediator 

ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang mana berarti 

membandingkan realitas hukum dengan idealihukumi 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung yang 

berlokasi di Jl Jayengkusuma No 21 Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. 

Alasan peneliti memilihi tempati ini karenai berdasarkani datai dari kantori 

Pengadilan Negeri Tulungagung perkara yang masuk antara kurun waktu 

2016 hingga 2020 sebanyak 95 perkara dengan mediasi. Berdasarkan 

perkara masuk dengan jalur mediasi hanya terdapat 12 perkara yang 

berhasil damai dengan akta perdamaian, dengan demikian membuat peneliti 

tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan Implementasi Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peran Hakim Mediator ( Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Tulungagung ). 

4. Sumber Data 

 
43 Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 

137 
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Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder, sumber data primer ialah sumber data yang 

didapatkan langsung dari objek penelitian ini.44 Data primer disini 

didapatkan langsung dari narasumber dengan cara wawancara beberapa 

pihak diantaranya 3 hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung 

narasumber yang dimaksud diantaranya :  

a. Bapak Afit Rufiadi, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri 

tulungagung 

b. Bapak Yuri Adriansyah, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri 

Tulungagung 

c. Bapak Yudi Eka Putra, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri 

Tulungagung 

Dari daftar hakim di Pengadilan Negeri tercatat ada 6 hakim akan tetapi 

disini peneliti tidak melakukan wawancara kesemua hakim tersebut dan 

hanya dapat melakukan wawancara dengan 3 hakim saja, hal ini berdasarkan 

penunjukan oleh ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. faktor penunjukan 

hakim tersebut dilihat dari kompetensi mediator yang memenuhi substansi 

dari penelitian ini. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data 

primer. Data sekunder dalam penelitian berupa buku, jurnal, artikel maupun 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data sekunder bersifat 

 
44 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62 
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membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. 

Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan 

atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Langkah strategis dalam suatu penelitian adalah metode 

pengumpulan data, karena dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan 

untuk mendapatkan suatu data. Untuk mengumpulkan data disini peneliti 

menggunakan berbagai metode diantaranya : 

a. Observasi 

Observasi disini berarti langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum pada ahirnya terjun langsung untuk melakukan penelitian lebih 

jauh lagi. Dalam proses observasi peneliti memulai dengan mengamati atau 

melihat lebih dalam apakah permasalahan yang akan dijadikan objek 

penelitian benar-benar ada di Pengadilan Negeri Tulungagung. 

d. Wawancara 

Setelah melakukan observasi tentu langkah selanjutnya adalah 

wawancara, yaitu melakukan pertemuan secara langsung dengan 

narasumber yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun narasumber yang dimaksud 

adalah hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung. 

e. Dokumentasi 

Metode selanjutnya yaitu menggunakan data sekunder sebagai 

penunjang data primer seperti foto waktu melaksanakan wawancara, . dan 
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hal yang mempunyai keterkaitan dengan topik tersebut. karena penelitian 

ini dilakukan ketika wabah Covid19 maka Pengadilan Negeri tidak 

menerima penelitian secara langsung dikantor Pengadilan Negeri 

Tulungagung, akan tetapi melalui alat yang lain yaitu telpon Nomor Kantor 

atau Nomor hakim yang dituju sebagai responden penelitian 

 

6. Metode Pengolahan Data 

Untuk memahami serta mempermudah data dari hasil observasi, 

wawancara serta pendukung yang lain dengan bertujuan data tersebut 

supaya terstruktur dengan baik dan sistematis maka diperlukan pengolahan 

data melalui beberapa proses seperti : 

a. Editing 

Proses pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti atau 

mengkroscek kembali data yang diperoleh baik dari narasumber 

langsung atau data yang didapatkan dari dokumen-dokumen 

pengadilan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah data sudah sesuai 

dengan fakta di lapangan serta data yang didapatkan apakah sudah 

terpenuhi untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. 

b. Kategorisasi 

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menggolongkan 

sesuai dengan bagian tertentu, penggolongan data tersebut mempunyai 

tujuan untuk memudahkan pembaca serta memberikan pemahaman 

yang lebih mudah kepada peneliti khususnya dan pembaca pada 
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umumnya. Adapun data yang yang sudah digolongkan atau 

dikelompokkan tersebut di kupas kembali apakah terdapat persamaan 

antara hasil wawancara dengan sumber literature lain seperti buku, 

jurnal maupun undang-undang dalam hal ini Perma No 1 Tahun 2016.45 

c. Pembuktian 

Pembuktian data merupakan langkah yang harus dilakukan untuk 

membuktikan keabsahan suatu data sehingga data yang didapatkan 

terjamin kevaliditasanya. Adapun cara untuk pembuktian data yaitu 

dengan memberikan hasil dari wawancara baik dengan menemui 

langsung atau via email sesuai kesepakatan yang langsung ditujukan 

kepada responden atau hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, hal ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari 

narasumber apakah data yang didapatkan sudah valid ataukah masih ada 

kekurangan.  

f. Analisis 

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data 

yaitu deskriptif analisis, yang mana peneliti menggambarkan suatu 

keadaan maupun status hukum yang ada lalu menyamakan dengan 

literature yang lain seperti buku atau referensi, latar subjek, fokus 

penelitian setelah itu peneliti merangkumnya dengan memberikan 

pendapat terkait dengan hasil penelitian. 

 
45 Lexi J Maleong, Metode Penelitian kualitatif edisi revisi, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

252 
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g.   Kesimpulan 

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan secara umum terkait 

dengan penjabaran ataupun hasil dari penelitian diatas. Serta 

memberikan point penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga 

pembaca lebih mudah untuk mengerti serta memahami apa yang di 

tuangkan oleh peneliti. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tulungagung 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung 

Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan lembaga pengadilan 

umum yang menangani perkara perdata maupun pidana di wilayah 

Kabupateni Tulungagungi yaitu beralamat di Jalan Jayengi Kusumai 

Nomori 21 Ngujangi, Tulungagungi, Trimulyoi Ngujangi, Kecamatani 

Kedungwarui, Kabupateni Tulungagungi, Jawa Timuri, dengan kodei 

posi 66251. 

Kantori lamai Pengadilani Negeri Tulungagungi terletakidi Jalan 

BasukiiRachmadi Nomor 2 Tulungagung yang merupakan bangunan 

peninggalan Hindia Belanda dan didirikan pada tahun 1901 dengan luas 

tanah 2.265 m2 dan Nomor Sertifikat AH 842854. Kemudian pada tahun 

1984/1985 dibangun kantor baru Pengadilan Negeri Tulungagung yang 

terletak di Jalan Jayengi Kusumai Nomor 21, Desai Ngujang, Kecamatani 
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Kedungwarui Kabupateni Tulungagungimemiliki nomor sertifikat A 

1557361 dengan luas tanah 4000 m2 . kantor baru Pengadilan Negeri 

Tulungagung diresmikan pada tanggal 2 september 1985 dan disahkan 

oleh Bapak Charis Soebiyanto S.H selaku kepala kantor wilayah 

Departemen Kehakimandi Jawa Timur. 

Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai wilayah hukum 

yang dilihati berdasarkani monografii Kabupateni Tulungagungi, yang 

mana wilayah tersebut juga masuk dalam yurisdiksi di Pengadilan Negeri 

Tulungagung. Pengadilan Negeri Tulungagung bertempat di Provinsi 

Jawa Timur yang mana ketinggianya mencapai 82,3 permukaan laut 

dengan kondisi obyektifnyaiyaitu : 

1) Letaki Geografisi Kabupateni Tulungagungi : 

- 1110 43" dani 1120 07" Garisi Bujuri Timuri 

- 70 51" dani 80 18" Lintangi Selatani 

2) Batasi-batasi Wilayahi : 

- Sebelahi Utarai    :Kabupateni Kedirii 

- Sebelahi Timuri  :Kabupateni Blitari 

- Sebelahi Selatani:Samudrai Indonesiai 

- Sebelahi Barati   :Kabupateni Trenggaleki 

2. Visii Misii Pengadilani Negerii Tulungagungi 

Visii Pengadilani Negerii Tulungagungi46 :  

 
46 Http://pn.tulungagung.go.id , Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2020, Pukul 20.27 WIB 

http://pn.tulungagung.go.id/
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“Terwujudnyai Pengadilani Negerii Tulungagungi Yangi Agungi” 

Misii Pengadilani Negerii Tulungagungi47 : 

1) Menjagai kemandiriani Pengadilani Negerii Tulungagungi. 

2) Memberikani pelayanani hukumi yangi berkeadilani kepadai pencarii 

keadilan.   

3) Meningkatkani kualitasi kepemimpinani di Pengadilani Negerii 

Tulungagungi. 

4) Meningkatkani kredibilitasi dan transparansii di Pengadilani Negerii 

Tulungagungi. 

3. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tulungagung 

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti, Pengadilan Negeri 

Tulungagung mempunyai 6 hakim diantaranya : 

Hakim Ketua : Marice Dillak, S.H., M.H   

Hakim   : Florence Katerina, S.H.,M.H   

Hakim   : Afit Rufiadi, S.H., M.H  

Hakim   : Yuri Ardiansyah, S.H.,  

Hakim   : Sri Peni Yudawati, S.H.  

Hakim   : Yudi Eka Putra, S.H.  

Begitupula daftar yang peneliti dapatkan terkait struktur organisasi di 

Pengadilan Negeri Tulungagung diantaranya:48 

Ketua Pengadilan : Marice Dillak, S.H., M.H   

 
47 Http://pn.tulungagung.go.id , Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2020, Pukul 20.27 WIB 
48 Http://pn.tulungagung.go.id , Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2020, Pukul 20.27 WIB 

http://pn.tulungagung.go.id/
http://pn.tulungagung.go.id/
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Panitera    : I Gede Sudarma, S.H. 

Wakil Panitera  :  Yudo Hartopo, S.H. 

Sekertaris  : Dra. Sri Herjuni Esti Handajani 

Panitera Muda Perdata : Dwi Suryaning Rahayu, S.H. 

Panitera Muda Pidana : Gunadi, S.H. 

Panitera Muda Hukum : Naning Rositawati, S.H., M.H 

Panitera Pengganti : Astutik, S.H 

Yusfah Zulfiyanah, S.H. 

Supriyadi, S.H. 

Gaguk Yuli P, S.H. 

Sukarlinah, S.H. 

Paijan, S.H. 

Rospita Silalahi, S.H. 

Soelistijo Andar Woelan, S.H. 

Mimbar, S.H 

Diana Chandra Dewi, S.H 

Sulipah, S.H 

Darwin, S.H 

Tri Arinugroho Febrianto, S.H 

Jurusita/Jurusita Pengganti: Supiadi, S.H 

Hutomo Ardi, S.H 

Aning Tyas Wahyu Hutami S.E.,S.H  

Ahmad Rofi 
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Wulansari, S.H 

Kasub. Bag. PTI P       : Novi Teristyowati, S.T 

Kasub. Bag. Kp. ORTALA : Tjitjik Soetjiwahjuni, S.H 

Kasub. Bag. Umum Keu      : Suharti , S.H. 

Staf Kep. Perdata        : Suci Wibawanti 

Staf Kep. Pidana        : Titik Erawati, S.H 

Staf Sub. Bag. P.T.I.P.        : Anyndita Noor Listanty, A. Md 

Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan : Eko Alek Suhartanto, S.H  

Edi Wahyusantoso 

4. Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung 

Perkara maupun sengketa yang berhasil dalam proses mediasi di 

Pengadilan Negeri Tulungagung pada kenyataanya tidaklah banyak, akan 

tetapi dibandingkan dengan perkara sebelumnya dalam proses mediasi 

mengalami suatu kenaikan. Adapun berbagai perkara yang masuk seperti 

Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Perceraian, Jual-Beli Tanah 

dan Jual-Beli. Dari perkara diatas yang sering masuk dalam proses 

mediasi adalah wanprestasi, perceraian dan perbuatan melawan hukum. 

Berikut ini data penyelesaian perkara dalam proses mediasi yang 

didapatkan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 

Pengadilan Negeri Tulungagung :49 

 
49 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung. Diakses Pada hari Rabu 25 

Maret 2020, Pukul 22.09 
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NO KETERANGAN 2016 2017 2018 2019 2020 

1 PERKARA MASUK 19 19 24 30 3 

2 

PERKARA SELESAI 

MELALUI MEDIASI 

/ DAMAI 

- 7 - 2 3 

 

Berdasarkan tabel perkara diatas, maka dapat dilihat bahwa total 

perkara yang masuk antara kurun waktu 2016 hingga 2020 sebanyak 95 

perkara dengan mediasi. Berdasarkan perkara masuk dengan jalur 

mediasi hanya terdapat 12 perkara yang berhasil damai dengan akta 

perdamaian, yaitu tahun 2017 terdapat 7 perkara yang berhasil damai 

dengan jalur mediasi, tahun 2019 2 perkara dan 2020 3 perkara, 

selebihnya perkara tersebut dicabut atau bahkan gagal. Adapun kegagalan 

tersebut didominasi dengan adanya I’tikad tidak baik antara para pihak 

untuk tidak menhadiri mediasi yang sudah ditentukan oleh mediator, 

selain itu terdapat perkara yang sengaja dicabut oleh para pihak. 

Tabel 1 : Perkara yang berhasil damai ketika proses mediasi tahun 201750 

NO PERKARA JENIS PERKARA HAKIM MEDIATOR 

1/Pdt.G/2017/PN.Tlg Perbuatan Melawan 

Hukum 
Yuri Ardiansyah, S.H., 

11/Pdt.G/2017/PN.Tlg 
Wanprestasi Yudi Eka Putra, S.H. 

 
50 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung. Diakses Pada hari Rabu 25 

Maret 2020, Pukul 22.09 
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12/Pdt.G/2017/PN.Tlg Perbuatan Melawan 

Hukum 
Afit Rufiadi, S.H., M.H 

14/Pdt.G/2017/PN.Tlg 
Jual Beli Tanah Yuri Ardiansyah, S.H., 

40/Pdt.G/2017/PN.Tlg 
Wanprestasi Yuri Ardiansyah, S.H., 

46/Pdt.G/2017/PN.Tlg 
Wanprestasi Yuri Ardiansyah, S.H., 

60/Pdt.G/2017/PN.Tlg 
Wanprestasi Yuri Ardiansyah, S.H., 

 

Tabel 2 : Perkara yang berhasil damai ketika proses mediasi tahun 201951 

NO PERKARA JENIS PERKARA HAKIM MEDIATOR 

24/Pdt.G/2019/PN.Tlg Wanprestasi Yudi Eka Putra, S.H. 

31/Pdt.G/2019/PN.Tlg 
Perbuatan Melawan 

Hukum 
Afit Rufiadi, S.H., M.H 

 

Tabel 3 : Perkara yang berhasil damai ketika proses mediasi tahun 202052 

NO PERKARA JENIS PERKARA HAKIM MEDIATOR 

7/Pdt.G/2019/PN.Tlg 
Perbuatan Melawan 

Hukum 

Sri Peni Yudawati, S.H. 

 

3/Pdt.G/2020/PN.Tlg 
Perbuatan Melawan 

Hukum 

Florence Katerina, 

S.H.,M.H 

2/Pdt.G/2020/PN.Tlg 
Perbuatan Melawan 

Hukum 

Florence Katerina, 

S.H.,M.H 

 

 
51 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung. Diakses Pada hari Rabu 25 

Maret 2020, Pukul 22.09 
52 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung. Diakses Pada hari Rabu 25 

Maret 2020, Pukul 22.09 
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Berdasarkan tabel perkara diatas dari kurun waktu 2016- 2020 hanya ada 

12 perkara yang yang berhasil berdamai yaitu 6 perkara Perbuatan 

Melawan Hukum, 5 perkara Wanprestasi dan 1 perkara Jual-Beli Tanah. 

Tahun 2017 ada 7 perkara yang selesai atau berdamai melalui proses 

mediasi, 2019 ada 2 perkara dan 2020 ada 3 perkara selesai dengan 

mediasi. Faktor yang mendominasi keberhasilan mediasi adalah adanya 

I’tikad baik dari para pihak, mulai dari mengikuti proses mediasi dari 

awal hingga terciptanya perdamaian. Faktor lain yaitu adanya niatan dari 

para pihak untuk berdamai.  

5. Alur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung : 
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Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai 

berikut: hakim mewajibkan para pihak disidang pertama untuk 

Perkara selesai 

dengan mediasi 

  Ya 
  Tidak 

 Hakim mediator 

memberitahukan hakim 

pemeriksa perkara bahwa 

mediasi gagal 

 Hakim pemeriksa 

perkara melanjutkan 

pemeriksaan atau 

Litigasi 

Perumusan tertulis terkait 

kesepakatan oleh para pihak dan 

mediator 

Para pihak menandatangani 

kesepakatan perdamaian 

Para pihak memberikan 

informasi hasil kesepakatan 

kepada hakim pemeriksa 

perkara serta meminta 

pengesahan kesepakatan 

Pengesahan kesepakatan 

dengan akta perdamaian 
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bermusyawarah memilih mediator. sidang ditunda untuk memberikan 

kesempatan kepada para pihak dalam menjalankan mediasi. Dalam hal ini 

hakim juga menjelaskan terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan 

kepada para pihak. 

Pengadilan Negeri Tulungagung menyediakan daftar hakim 

mediator dan para pihak di berikan pilihan untuk memilih hakim mediator 

yang ada dalam daftar mediator di pengadilan ataupun diluar pengadilan. 

Setelah selesai bermusyawarah para pihak menyampaikan kepada ketua 

hakim majlis tentang siapa mediator yang dipilih. dalam hal ini ketua 

majlis mempunyai kewenangan untuk menunjuk hakim mediator diluar 

dari hakim majlis dengan syarat dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh 

mahkamah agung. Apabila para pihak ada yang tidak menyepakati hakim 

mediator terpilih, maka wajib menyampaikan pada ketua majlis. 

Setelah mediator disepakati dalam jangka waktu paling lama 7 

hari kerja, maka para pihak bisa saling menyerahkan resume perkara antar 

para pihak dan hakim mediator. resume perkara bisa diberikan kepada 

mediator yang ditunjuk apabila para pihak gagal menyepakati mediator 

sebelumnya. Adapun proses mediasi berdasarkan pasal 3 Perma Nomor 1 

Tahun 2016 paling lama adalah 30 hari kerja namun bisa diperpanjang 

lagi paling lama 30 hari kerja.53 

 
53 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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Berdasarkan ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 apabila para 

pihak atau kuasa hukum tidak hadir dalam mediasi 2 kali berturut-turut 

tanpa alasan maka hakim mediator wajib menyatakan bahwa mediasi 

tersebut gagal. Namun apabila mencapai kesepakatan perdamaian dalam 

proses mediasi maka para pihak serta hakim mediator menandatangani 

rumusan kesepakatan tersebut. Kemudian kesepakatan perdamaian 

tersebut wajib disampaikan oleh para pihak dalam sidang yang telah 

ditentukan dan ketua hakim majlis menerbitkan akta perdamaian. Namun 

apabila terdapat salah satu pihak tidak setuju bahwa kesepakatan tersebut 

dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka kesepakatan tersebut 

diharuskan memuat klausula pencabutan gugatan. 

Apabila para pihak tidak berhasil berdamai dalam waktu yang 

ditentukan maka mediator harus menyampaikan secara tertulis dan 

memberikanya kepada hakim pemeriksa perkara. Maka dengan demikian 

hakim pemeriksa perkara dapat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. 

Pada proses mediasi peran hakim mediator bukan untuk 

memberikan keputusan terkait perkara yang di selesaikan dengan 

mediasi, akan tetapi hanya membantu merumuskan proses penyelesaian 

perkara pada para pihak.54 

 
54 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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B. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait peran hakim mediator 

dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung  

1. Penerapan Pasal 17 ayat (1)  Perma No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur pra 

mediasi. 

Total perkara yang masuk antara kurun waktu 2016 hingga 2020 

sebanyak 95 perkara dengan mediasi. Berdasarkan perkara masuk dengan 

jalur mediasi hanya terdapat 12 perkara yang berhasil damai dengan akta 

perdamaian, yaitu tahun 2017 terdapat 7 perkara yang berhasil damai dengan 

jalur mediasi, tahun 2019 2 perkara dan 2020 3 perkara, selebihnya perkara 

tersebut dicabut atau bahkan gagal. Adapun kegagalan tersebut didominasi 

dengan adanya I’tikad tidak baik antara para pihak untuk tidak menghadiri 

mediasi yang sudah ditentukan oleh mediator, selain itu terdapat perkara 

yang sengaja dicabut oleh para pihak. 

Mediasi yang dilakukan pada perkara perdata yang telah berpedoman 

pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, dalam tahap pramediasi ini, Hakim pemeriksa 

perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya 

Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan tata 

cara mediasi. Setelah para pihak memahami dan mengerti isi penjelasan 

mediasi kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut. 

Penjelasan mediasi ini dimaksudkan agar para pihak mengerti alasan 

keharusan dilakukannya mediasi, manfaat mediasi bagi para pihak, tata cara 
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mediasi, dan hak serta kewajiban para pihak dalam mediasi, sehingga 

meningkatkan kepedulian para pihak akan arti pentingnya mediasi. 

Selanjutnya Ketua Majelis akan memberikan penjelasan juga kepada 

para pihak tentang haknya untuk memilih mediator, baik mediator hakim 

maupun mediator nonhakim bersertifikat. Namun Pengadilan Negeri hanya 

memiliki daftar mediator hakim saja, apabila para pihak meminta untuk 

memilih mediator non hakim yang bersertifikat tentu akan dikenakan biaya 

sesuai kesepakatan antara para pihak, namun apabila para pihak memilih 

mediator hakim akan bebas biaya mediasi dan tempat yang digunakan adalah 

ruang mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung yang bisa digunakan 

secara bebas biaya.55 

Ketentuan yang berlaku bahwasanya apabila para pihak memilih 

mediator nonhakim, maka boleh memilih pelaksanaan mediasi diruang 

mediasi Pengadilan Negeri Tulungagung, yang berarti penggunaan 

tempatnya adalah bebas biaya, atau bila memilih tempat diluar ruang mediasi 

Pengadilan Negeri Tulungagung, maka biayanya adalah menjadi 

tanggungan atau kewajiban para pihak sesuai kesepakatan mereka. 

Faktor biaya inilah yang umumnya menjadi alasan utama kenapa 

sampai dengan saat ini semua perkara yang dilakukan mediasi, para pihak 

hampir selalu sepakat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis 

 
55 Hasil wawancara dengan Yuri Ardianyah,S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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Hakim. Selanjutnya Majelis hakim akan menunjuk hakim mediator yang 

terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung diluar dari majlis hakim yang 

memutus perkara tersebut 

Peran mediator dalam tahapan pramediasi ini baru sebatas 

menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, meskipun dalam praktek 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung, untuk lebih efektif 

dan efisien waktu dan biaya, hari dan tanggal mediasi pertama dilakukan 

sama dengan hari dan tanggal persidangan perkara yang bersangkutan. 

2. Penerapan Pasal 13 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Mediator 

Pada dasarnya setiap mediator diwajibkan mempunyai sertifikat 

mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam 

pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.  

Dijelaskan pula dalam pasal 13 ayat (2) bahwa Hakim tidak bersertifikat 

dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat 

keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Pada penerapanya Pengadilan 

Negeri Tulungagung memiliki 6 hakim dan 2 diantaranya memiliki sertifikat 

mediator, karena keterbatasan jumlah mediator bersertifikat maka 

Pengadilan Negeri Tulungagung menggunakan hakim sebagai meditor untuk 

menyelesaikan beberapa perkara perdata di pengadilan. 

3. Penerapan pasal 20 ayat (5) Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 
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Pada Pasal 20 ayat (5) setelah para pihak memilih mediator atau 

ketua majelis hakim pemeriksa memilih mediator dalam jangka waktu 5 

(lima) hari para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain 

dan Mediator. Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal 

pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan  

maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita 

atau jurusita pengganti.Para pihak wajib menghadiri secara langsung 

pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali 

ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir 

dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah 

pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar 

negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 

tidak dapat ditinggalkan. 

4. Penerapan pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Tugas 

Mediator. 

Selanjutnya mediator mulai melakukan tugasnya. Dalam prakteknya, 

agar lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, para pihak atas 

perintah Ketua Majelis langsung menghadap mediator di ruang mediasi 

untuk memulai proses mediasi. Menurut Afit Rufiadi S.H,.M.H, hal pertama 

yang dilakukan pada saat memulai proses mediasi adalah saling 

memperkenalkan diri, penjelasan tentang mediasi dan perannya sebagai 

mediator yang netral, tidak memihak, tidak mengambil keputusan, serta 

mengidentifikasi masalah atau sengketa. Meskipun mediator sudah 
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memegang berkas gugatan namun identifikasi masalah ini juga dianggap 

penting jika langsung bertanya kepada para pihak yang bersengketa, karena 

mediator bisa mengetahui hal yang bersifat pokok yang diminta oleh 

Penggugat atau ditolak oleh Tegugat.56 

Pada pertemuan pertama ini mediator juga mendorong para pihak 

untuk berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Mediator juga 

menjelaskan jika sengketa bisa diselesaikan dengan damai maka tidak ada 

pihak yang kalah atau menang, tapi jika sengketa berlanjut ke proses litigasi 

berarti akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang akan kalah. Jika 

dalam pertemuan pertama ini belum menghasilkan kesepakatan sementara 

mediator melihat ada peluang terjadinya perdamaian maka mediator dengan 

kesepakatan para pihak akan menentukan jadwal pertemuan berikutnya atau 

biasa disebut mediasi lanjutan. 

Perkara nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg. Tergugat memberikan usulan 

opsi penyelesaian dalam kaukus. Dalam tahap kaukus ini, mediator melihat 

ada perkembangan kearah perdamaian sehingga mempertimbangkan 

mediasi masih harus dilanjutkan lagi. Namun sayang pada pertemuan 

berikutnya Tergugat tidak datang sehingga mediasi tidak berhasil. Mediator 

menduga pengacara Tergugat mempengaruhi keputusan Tergugat. 

 
56 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi,S.H,M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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Menurut Hakim Mediasi Afit Rufiadi S.H,.M.H seorang mediator 

bahkan harus mau berkorban uang atau pulsa untuk menghubungi para pihak 

dengan telpon pribadi karena para pihak lebih senang dihubungi secara 

pribadi dari pada dipanggil secara resmi melalui Jurusita Pengadilan. 

Seorang mediator harus mempunyai trik-trik tertentu untuk mengatasi 

mediasi yang stagnan, seperti pihak yang berhutang dimanusiakan dulu, 

dibesarkan hatinya baru diberi pengertian. 

Mediator berusaha membantu pihak untuk menerima dan 

menghadapi kenyataan, membantu pihak dalam proses tawar menawar, 

membantu pihak menciptakan pilihan-pilihan penyelesaian yang paling 

sesuai. Untuk pihak pemberi pembiayaan atau Bank Syariah atau BMT 

biasanya disarankan agar mau mengalah dalam arti setidaknya dilunasi 

hutang pokoknya yang penting tidak merugi. Hingga pada akhirnya para 

pihak akan ketemu dalam kesepakatan dan mediasi berhasil mencapai 

kesepakatan.57 

Hal yang belum dilakukan oleh mediator adalah mengisi formulir 

jadwal mediasi yang berguna sebagai data untuk melakukan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan mediasi. Pasal 14 huruf g Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan diantara tugas mediator adalah mengisi 

formulir jadwal mediasi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Administrasi Mediasi 

 
57 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi,S.H,M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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di Pengadilan pasal 6 angka 7 juga menyebutkan mediator wajib mengisi 

formulir jadwal mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi. Meskipun 

kewajiban mengisi formulir jadwal mediasi ini tidak terkait langsung dengan 

peran mediator dalam pelaksanaan mediasi, namun bisa dijadikan bahan 

untuk menilai seberapa berperannya seorang mediator dalam menjalankan 

tugasnya. Dari formulir itu dapat dilihat berapa kali pertemuan mediasi 

dilakukan, bagaimana kehadiran para pihak, berapa waktu yang digunakan 

oleh mediator dalam mediasi suatu perkara. 

C. Faktor penghambat hakim mediator ketika melaksanakan mediasi 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung? 

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu 

bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute 

Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. 

Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengupayakan semaksimal 

mungkin untuk menerapkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi 

di pengadilan. Perma tersebut mengatur secara tegas tentang prosedur mediasi 

di pengadilan dan tujuan dari perma No 1 Tahun 2016 dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung adalah untuk meminimalisir upaya hukum banding maupun 

kasasi sehingga proses perkara melalui mediasi bisa diselesaikan di pengadilan 

tingkat pertama dengan bantuan hakim mediator atau lembaga mediasi. 

Pengadilan Negeri Tulungagung sudah mewajibkan semua perkara  

perdata yang terdaftar atau masuk pasti diupayakan perdamaian, Akan tetapi 
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tidak menutup kemungkinan terjadi kegagalan dalam proses mediasi, kegagalan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari faktor para pihak yang 

bersengketa, hakim mediator maupun kuasa hukum karena, meskipun hakim 

mediator sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi para pihak dan / kuasa 

hukum tidak ikut mengupayakan untuk berdamai tentu hal ini akan sia-sia. 

Adapun faktor yang menjadikan hambatan ketika menjalankan proses mediasi 

sehingga mediasi tidak maksimal atau bahkan gagal adalah : 

1. Ada Pihak Yang Yang Memanas- Manasi 

Maksud dari pihak yang memanas-manasi adalah dalam proses mediasi 

sering kali hampir menemukan jalan kluar yaitu perdamaian akan tetapi 

ketika kedua belah pihak atau para pihak akan menyetujui perdamaian 

tersebut ada pihak lain yang memanas-manasi situasi baik dari pihak 

penggugat atau tergugat sehingga proses mediasi menjadi lebih rumit dan 

memakan waktu cukup lama. Pihak ketiga yang dimaksud adalah peran 

kuasa hukum dari para pihak, yang mana kuasa hukum dari para pihak lebih 

sering menggiring klienya untuk tidak mencapai kesepakatan dalam proses 

mediasi tentu hal ini sangat berpengaruh pada keberhasilan dan juga 

kegagalan hakim mediator untuk menjalankan tugasnya, tujuan mediator 

adalah mendapat kesempatan untuk terus maju dalam proses peridangan 

sehingga honor yang didapatkan semakin besar, karena apabila kasus yang 
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ditanganinya selesai dengan cepat, maka honor yang didapat semakin kecil, 

hal ini tentu berpengaruh pada mata pencaharian mereka.58 

2. Keterbatasan Mediator  

Pengadilan Negeri Tulungagung tidak mempunyai daftar mediator non 

hakim yang mana semua mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung 

berasal dari hakim sendiri, tentu hal ini memberatkan bagi seorang hakim 

karena merangkap sebagai hakim serta mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, padahal dengan disediakanya daftar mediator non hakim 

tentu akan sangat membantu proses mediasi di Pengadilan Negeri 

Tulungagung. sesungguhnya semakin banyak jumlah mediator di 

Pengadilan Negeri Tulungagung maka semakin cepat dan baik para pihak 

dalam menentukan mediator yang tepat.  

Tidak adanya Mediator non Hakim, dan yang berperan disitu adalah 

Hakim Pengadilan sendiri yang belum tentu mereka mempunyai 

kemampuan dalam bermediasi, karena mediasi seharusnya dilakukan oleh 

tenaga mediator yang terdidik juga terlatih oleh lembaga professional.59 

3. Jangka waktu terlalu panjang 

Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 3 memberikan jangka waktu 30 hari kerja 

untuk menyelesaikan mediasi yang juga dapat diperpanjang 30 hari kerja 

berdasarkan kesepakatan para pihak dan hakim mediator, menurut hakim 

 
58 Hasil wawancara dengan Yuri Ardiansyah,S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
59 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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di Pengadilan Negeri Tulungagung hal ini juga menjadi salah satu faktor 

penghambat untuk menyelesaikan mediasi, karena dengan jangka waktu 

yang panjang hakim mediator berpatokan dengan waktu tersebut sehingga 

memperlambat penyelesaian perkara.60 

4. Para pihak tidak hadir 

seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah 

dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut, tentu hal ini 

melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 

2016 bahwa wajibnya beritikad baik dalam proses mediasi salah satunya 

adalah hadir ketika mediasi sesuai dengan jadwal yang disusun oleh hakim 

mediator. dengan adanya perkara tersebut tentu menyebabkan mediasi 

gagal. 

Berdasarkan penjabaran peneliti diatas terdapat beberapa hal yang 

tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

sehingga mengakibatkan salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan 

mediasi, yaitu pasal 6 ayat (1) yang mana para pihak yang bersengketa 

wajib hadir dalam proses mediasi baik sendiri maupun bersama kuasa 

hukumnya. Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 6 ayat (2) apabila 

terdapat halangan yang tidak memungkinan untuk hadir dalam proses 

mediasi maka bisa menggunakan Audio Visual Jarak Jauh, seperti yang 

dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) maka para pihak dianggap hadir secara 

 
60 Hasil wawancara dengan Yuri Ardiansyah,S.H, Afit Rufiadi S.H,M.H selaku hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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langsung, hal ini membuktikan wajibnya mengikuti mediasi secara 

langsung. Fakta di Pengadilan Negeri Tulungagung berbeda dengan 

ketentuan diatas, yang mana banyaknya para pihak yang tidak hadir dalam 

proses mediasi padahal sudah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut. 

Sehingga banyak dari mereka menggunakan kuasa hukumnya untuk hadir 

pada proses mediasi, tentu hal ini juga menjadi faktor penghambat untuk 

memudahkan hakim menciptakan perdamaian karena tidak bertetapan 

langsung dengan para pihak yang berperkara. 

Pasal 13 ayat (1) menunjukkan bahwa seorang mediator wajib 

memiliki sertifikat mediator yang disahkan oleh Mahkamah Agung, 

sedangkan dijelaskan pula seorang hakim diperbolehkan menjadi mediator 

apabila tidak adanya mediator bersertifikat atau keterbatasan hakim yang 

memiliki sertifikat mediator, namun Pengadilan Negeri Tulungagung tidak 

menyediakan daftar mediator bersertifikat, bahkan 6 hakim di Pengadilan 

Negeri Tulungagung yang bersertifikat mediator hanya 2 hakim saja, 

padahal perkara masuk setiap bulanya bertambah.  

Tidak hadirnya para pihak di ruang mediasi, maka berdasarkan 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 dianggap bahwa pihak yang tidak hadir adalah 

beritikad tidak baik sehingga mempengaruhi hasil mediasi, akan tetapi 

Pengadilan memberikan kesempatan para pihak yang tidak hadir untuk 

menghadiri mediasi di hari yang ditentukan oleh hakim mediasi hal 

tersebut memberikan keseimbangan dan kesempatan bagi para pihak yang 
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tidak hadir untuk menjelaskan alasan tidak hadir dan melanjutkan proses 

mediasi. 

D. Upaya yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung untuk memaksimalkan mediasi dalam menyelesaikan 

perkara perdata? 

Dalam mengemukakan pendapatnya hakim mediator Pengadilan 

Negeri Tulungagung tidak menyangkal bahwa PERMA No. 01 Tahun 2016 

memiliki suatu kemajuan dari perma sebelumnya, pasalnya Perma terbaru ini 

memberikan ruang dan keleluasan kepada para pihak dalam melakukan 

medasi, seperti halnya para pihak yang berpekara dapat menggunakan jasa 

advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi melalui surat kuasa 

khusus, senada dengan pendapat Bapak Afit Rufiadi sebagai salah satu 

hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung mengapresiasi Perma ini 

menurutnya, fleksibelitas Perma jauh lebih baik dari yang sebelumnya 

sehingga bukan tidak mungkin suatu saat Perma akan memberikan kontribusi 

yang optimal bagi keberhasilan mediasi. Tentu keberadaan Perma ini 

disambut baik oleh para hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung 

meskipun kebanyakan para hakim di pengadilan Negeri Tulungagung bukan 

merupakan Mediator yang dikhususkan diberi pendidikan menjadi mediator, 

namun karena kekurangan tenaga mediator maka para hakim tersebut 

diberikan 2 (dua) fungsi hakim dan juga hakim mediator, hal ini dapat 
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dikecualikan apabila dalam pengadilan memiliki keterbatasan jumlah 

mediator yang bersertifikat.61 

PERMA No. 01 Tahun 2016 sebagai dasar hukum yang mengikat dan 

mempunyai daya paksa bagi para pihak, tentunya memiliki manfaat yang 

besar sehingga keberhasilan mediasi bisa tercapai, tidak dapat dipungkiri 

PERMA No. 01 Tahun 2016 memiliki manfaat yang besar bagi para pihak 

meskipun terkadang kemungkinan kegagalan mediasi jauh lebih besar. 

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut 

diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan 

terus diperbaruhi karena mahkama agung menyadari bahwa keberhasilan 

PERMA yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu 

mengharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA No. 01 

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan  terhadap keberhasilan 

mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadi perhatian, penegak hukum 

dalam hal ini peran mediator sangat berdampak terhadap keberhasilan 

mediasi 

Setiap hakim mediator tentu mempunyai metode yang berbeda 

ketika menyelesaikan perkara mediasi, walaupun masing-masing dari 

mediator memiliki pendapat yang berbeda namun hakim di Pengadilan 

Negeri Tulungagung menganggap bahwa tidak ada yang namanya 

mediasi dilaksanakan sebagai formalitas, karena kontribusi dari mediasi 

sedikit banyak memberikan dampak yang positif, meski tidak dapat 

 
61 Ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2) 
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dipungkiri keberhasilannya sangat minim, seperti yang peneliti rangkum 

dalam proses wawancara dengan 3 hakim mediator diantaranya bapak 

Afit Rufiadi,S.H, M.H Yuri Ardiansyah, S.H., dan Yudi Eka Putra, S.H 

di Pengadilan Negeri Tulungagung. 

Yuri Ardianyah,S.H dan Afit Rufiadi selaku hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Tulungagung  mempunyai 3 metode yang sama dalam 

menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung 

diantaranya : 

1) Fisiologis, maksut dari Fisiologis ini adalah hakim memberikan 

gambaran kepada para pihak yang berperkara baik perkara perceraian 

maupun perdata yang lain terkait dampak yang dirasakan apabila 

memutuskan untuk tidak berdamai, misalkan dalam perceraian maka 

hakim memberikan penjelasan bahwa apabila para pihak memilih 

jalan untuk berpisah maka bagaimana dengan anak mereka yang 

broken home tentu akan berdampak pada psikologi anak, begitu pula 

dalam perkara wanprestasi maupun hutang pitang, apabila para pihak 

memutuskan untuk tidak berdamai dan mementingkan kepentingan 

masing-masing maka akan menambah rumit suatu permasalahan, 

berbeda apabila mereka memilih jalan untuk berdamai maka tidak 

ada yang kalah dan tidak ada yang menang dan hak debitur tetap di 
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dapatkan dari kreditur sesuai kesepakatan para pihak baik dalam 

proses mediasi maupun diluar mediasi.62 

2) Sosiologis, hakim memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa 

setiap orang tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan yang 

berbeda, dengan demikian untuk melengkapi kekurangan tersebut 

maka tidak terlepas dari bantuan orang lain, karena pada dasarnya 

manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa beridiri sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka setiap orang harus 

menghargai, memahami, menghormati serta saling memaafkan satu 

sama lain. Hakim juga  memberikan kesadaran pada para pihak 

tentang kekurangan serta kelebihan antara ke 2 nya.63 

3) Agama, ketika menangani mediasi khususnya wanprestasi maka 

Hakim Mediator menggunakan agama atau keyakinan masing- 

masing atas perbuatan yang telah dilakukanya, misalkan dalam 

perkara perceraian Hakim Yuri Ardianyah menjelaskan pada para 

pihak bahwasanya pernikahan adalah suatu ikatan sehidup semati 

untuk membangun keluarga sakinah dan juga mawadah maka 

meskipun pernikahan tersebut berahir dengan perceraian akan tetapi 

hubungan pernikahan tersebut hakikatnya akan melekat sampai mati. 

Begitupula dalam perkara hutang piutang apabila pihak tergugat 

 
62 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi S.H dan Yuri Ardiansyah,S.H selaku hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
63 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi S.H dan Yuri Ardiansyah,S.H selaku hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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mengindari untuk membayarnya Hakim Yuri  Ardianyah juga lebih 

menegaskan dengan agama yang dianut oleh para pihak, apabila 

mereka beragama islam maka akan dijelaskan bahwasanya hutang 

tidak akan terputus ketika sudah mati, akan tetapi hutang adalah 

tanggung jawab besar bahkan akan selamanya dibawa sampai mati, 

maka demikian wajib hukumnya bagi pihak yang mempunyai hutang 

untuk membayar hutangnya. Dengan penjelasan yang dituturkan 

kepada para pihak di forum mediasi maka dapat membantu untuk 

tercapainya suatu kesepakatan perdamaian.64 

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Tulungagung sudah menjalankan 

mediasi dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Perma No 1 Tahun 2016. 

Perma tersebut mewajibkan para pihak untuk menjalankan proses 

mediasi, juga mewajibkan para pihak hadir langsung ketika proses 

mediasi berlangsung sesuai jadwal yang sudah disepakati baik 

didampingi oleh kuasa hukum ataupun tidak. Akan tetapi fakta lapangan 

yang ada justru berbeda dengan yang disajikan dalam Perma tersebut, 

yang mana para pihak sulit untuk dihadirkan dalam mediasi meskipun 

sudah dipanggil secara patut oleh hakim mediator. 

 
64 Hasil wawancara dengan Yuri Ardiansyah,S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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Peran hakim mediator sangatlah penting untuk menciptakan 

perdamaian kepada para pihak, begitupula hakim pemeriksa perkara juga 

mempunyai kewajiban untuk tetap mengupayakan perdamaian kepada 

para pihak secara terus-menerus dalam proses persidangan. Berbeda 

dengan hakim pemeriksa perkara, hakim mediator hanya mempunyai 

kewenangan sebatas mengupayakan semaksimal mungkin kepada para 

pihak untuk mendapatkan solusi terbaik dalam suatu permasalahan 

dengan berdamai tanpa memutus suatu perkara diantara para pihak. 

Faktor pendukung yang dilakukan oleh hakim mediator untuk 

memaksimalkan mediasi adalah : 

1) Faktor Yuridis, yaitu hakim lebih memaksimalkan ketentuan yang 

ada dalam Perma No 1 Tahun 2016 yang mana memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat serta lebih memberikan paksaan pada para 

pihak untuk ikut serta dalam proses mediasi karena mediasi 

merupakan proses yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan 

sengketa perdata, yang mana apabila tidak dilakukan maka putusan 

hakim dianggap batal demi hukum, maka hakim lebih menegaskan 

kepada para pihak untuk benar-benar hadir secara langsung ketika 

mediasi. Dengan demikian para pihak akan mentaati untuk hadir 

ketika proses mediasi.65 

 
65 Hasil wawancara dengan Yudi Eka Putra,S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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2) Berdasarkan pernyataan Afit Rufiadi S.H, M.H selaku hakim 

mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung, seorang hakim 

mediator harus siap berkorban uang atau pulsa untuk menghubungi 

para pihak supaya hadir dalam proses mediasi, baik secara telpon 

pribadi maupun melalui whatsapp karena pada dasarnya para pihak 

lebih respect apabila dipanggil secara pribadi dibandingkan 

pemanggilan resmi dari Jurusita. Trik-trik atau cara-cara tertentu 

sangatlah penting bagi hakim mediator untuk menyelesaikan perkara 

yang ditanganinya, misalkan dalam kasus hutang-piutang yang mana 

terdapat kreditur dan debitur, dalam hal ini cara hakim adalah 

memanusiakan pihak debitur atau orang yang berhutang dengan 

membesarkan hatinya lalu langkah selanjutnya adalah memberi 

pengertian kepada kreditur wajibnya melakukan prestasi dalam 

perjanjian utang-piutang.66 

3) Hasil wawancara dengan Yudi Eka Putra S.H selaku hakim di 

Pengadilan Negeri Tulungagung menuturkan terkait dengan upaya 

mendamaikan para pihak di forum mediasi akan dilakukan apabila 

para pihak yang bersengketa mempunyai itikad baik untuk bisa 

berdamai apabila para pihak sulit untuk diupayakan damai maka Pak 

Yudi selaku hakim mediasi tidak dapat mengupayakan perdamaian 

 
66 Hasil wawancara dengan Afit Rufiadi,S.H, M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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tersebut dan dianggap mediasi gagal, akan tetapi jika para pihak 

beritikad baik untuk bisa berdamai atau ada celah untuk 

mendamaikan maka akan diupayakan dengan cara mengatur para 

pihak datang sendiri tanpa diwakili kuasanya, tujuanya adalah para 

pihak dapat merasakan sendiri, mengungkapkan duduk perkara 

maupun masalahnya sendiri, hal ini berbeda apabila disampaikan 

ataupun diutarakan oleh lawyer, dengan demikian hakim mediator 

dapat mendengar secara langsung keinginan para pihak. Beliau juga 

menyampaikan nasehat-nasehat kepada para pihak dan juga saran 

supaya para pihak lebih mempertimbangkan lagi apabila memilih 

jalan untuk bercerai apabila kasus perceraian, untuk kasus 

wanprestasi dan hutang piutang maka lebih mendorong para pihak 

untuk menjalankan kewajibanya dengan melakukan prestasi.67 

E. Analisis Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Peran Hakim Mediator 

1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait peran hakim mediator 

dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung  

Berdasarkan data dan juga keterangan narasumber atau hakim 

mediator diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Tulungagung dengan prosedur yang terjadi selama 

ini sering tidak memiliki hasil yang memadai. Mulai dari prosesnya 

 
67 Hasil wawancara dengan Yudi Eka Putra,S.H selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri 

Tulungagung, dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020, Pukul 13.20 WIB 
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memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Tentu hal ini bertolak belakang dengan UU No 4 Tahun 2004 pasal 4 

bahwa asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga tertera pada 

point b Perma No 1 Tahun 2016 tidaklah tercapai.  

Proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri 

Tulungagung selama ini memakan waktu yang cukup lama serta biaya 

yang bisa dibilang mahal, mulai dari pendaftaran sampai dengan 

putusan hakim. Dengan adanya upaya hukum bertingkat mulai dari 

pengadilan tingkat pertama,banding, hingga kasasi, serta adanya upaya 

hukum luar biasa menjadikan suatu putusan hakim membutuhkan waktu 

yang cukup lama sebelum memiliki kekuatan hukum tetap. Tentu 

keadaan tersebut menimbulkan dampak bagi para pihak yaitu kelelahan 

atau bahkan kemiskinan jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar. 

Ditinjau dari perkara masuk setiap harinya yang terjadi di 

Pengadilan Negeri Tulungagung cenderung semakin meningkat dari 

waktu ke waktu. Namun, yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili 

serta menyelesaikan perkara mempunyai kemampuan yang terbatas. 

Keadaan semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena mempunyai potensi 

untuk menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Disisi lain taraf 

kepercayaan  masyarakat terhadap sistem peradilan bisa menurun.  

Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan lembaga peradilan 

yang menerapkan mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata antara 

satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam pelaksanaanya Pengadilan 
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Negeri Tulungagung mengacu pada peraturan Mahkamah Agung No 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan 

penyempurnaan dari peraturam Mahkamah Agung sebelumnya.  

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 

memberikan pengertian terkait dengan mediator yang mana mediator 

adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai 

pihak yang netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan kehendak para pihak.   

Mediasi dapat berhasil melalui beberapa faktor diantaranya : 

kualitas mediator, usaha para pihak, dan kepercayaan para pihak pada 

proses mediasi, mediator dan juga kepada masing-masing pihak. Secara 

umum mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga, dengan demikian peran pihak ketiga sangatlah penting 

dalam proses mediasi, sehingga pihak ketiga atau hakim mediator harus 

memiliki kualifikasi yang memadai serta mendapatkan pelatihan-

pelatihan terkait dengan kinerja mediator sehingga tentu memiliki trik-

trik tersendiri dalam menangani perkara para pihak. seperti yang 

dikatakan Hoynes terkait dengan prinsip mediasi, yang mana prinsip 

mediasi merupakan landasan filosofis dari di lakukanya kegiatan 

mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus 

diketahui oleh mediator, sehingga ketika menjalankan tugasnya sebagai 
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mediator tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya 

institusi mediasi.  

Berdasarkan keterangan Hoynes diatas dijelaskan pula dalam 

argument yang dimiliki oleh Ruth Carlton bahwa terdapat 5 prinsip 

dasar mediasi diantaranya : Confidentially (Kerahasiaan) yaitu segala 

sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh 

mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan 

kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak, Volunteer 

(Sukarela) yang berarti masing-masing pihak yang bersengketa datang 

ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela 

dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Empowerment 

(Pemberdayaan) bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya 

mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri 

dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Neutrality 

(Netralitas) peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan 

isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator 

hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. 

Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim yang 

memutuskan salah atau benarnya satu pihak atau mendukung pendapat 

dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaianya 

kepada kedua belah pihak. A Unique Slolution (Solusi yang unik) 

bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai 

dengan standart legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.  
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Pasa 1 ayat 2 Perma No 1 Tahun 2016 juga berbunyi hakim 

mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak dalam hal 

ini berarti hakim mediator tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak 

saja sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. John W. Head juga 

mengemukakan bahwa mediasi merupakan kendaraan untuk 

berkomunikasi kepada para pihak, sehingga pandangan mereka yang 

berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin 

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya perdamaian tetap 

berada di tangan para pihak sendiri.  

Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai kendaraan bagi 

para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur 

dalam menghasilkan putusan. Berdasarkan uraian diatas, mediasi 

merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan 

para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan 

mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. 

Dalam proses mediasi, peran hakim mediator salah satunya adalah 

membangun komunikasi kepada para pihak dengan baik, dalam hal ini 

mediator dapat berbicara secara tertutup dengan masing-masing pihak. 

Mediator juga perlu membangun kepercayaan para pihak yang 

bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator 

untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan 

diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan 

tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, 
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profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak 

dengan para pihak yang bersengketa. 

Berdasarkan teor Lowrence M. Friedman  terkait sistem hukum 

digunakan untuk melihat implementasi mediasi, diantaranya :pertama,  

berkaitan dengan struktur, yang berarti kelembagaan yang diciptakan 

oleh sistem hukum, seperti halnya Pengadilan Negeri Tulungaggung, 

yang mana struktur ini memungkinkan memberikan pelayanan dan 

penerapan hukum secara teratur. Kedua, berkaitan dengan substansi, 

yaitu norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-

keputusan dan sebagainya. Ketiga, berkaitan dengan hukum yang 

bersifat kultural. Terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat 

tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal 

culture, yakni kultur hukumnya lawyers  dan judged’s dan enternal 

legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.68  

Dari ketiga komponen tersebut saling berpengaruh satu sama 

lainya. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya beserta 

aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki 

peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. 

Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan 

kecakapan hakim mediator dalam menjalankan peranya.  

 
68 Lawrence M. Friedman, American law, ( new York: Norton and company, 1984), 12 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu komponen 

substansi hukum, komponen ini dapat memberikan kepastian pada para 

pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa 

yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi 

mengenai substantif dan prosedur mediasi. Dengan demikian 

Pengadilan Negeri Tulungagung menggunakan peraturan tersebut 

sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa para pihak dengan 

alternatif mediasi. 

Ditinjau dari budaya hukum, mediasi di Pengadilan sesungguhnya 

merupakan produk dari sitem hukum yang cara pemanfaatan dan 

penggunaanya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan 

masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan 

merupakan bagian dari budaya masyarakat. jika masyarakat menilai dan 

berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana 

penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi, maka tujuan mediasi 

akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat 

biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu serta hubungan baik 

dan tetap terjaga. 

2. Faktor Penghambat Hakim Mediator Ketika Melaksanakan Mediasi 

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung 

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung meski 

sudah mengacu pada Perma No 1 Tahun 2016 akan tetapi pada 
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kenyataanya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri 

Tulungagung bisa dibilang rendah, pernyataan ini berdasarkan dari data 

yang peneliti ambil kurun waktu 2016-2020 terdapat 95 perkara masuk 

dengan mediasi dan hanya 12 perkara yang berhasil menyepakati 

perdamaian. 

Berdasarkan data tersebut perkara yang mendominasi untuk 

berdamai adalah perkara yang bersangkutan dengan harta benda, hal ini 

terjadi karena adanya proses tawar menawar dalam mediasi. Sedangkan 

untuk perkara yang bersangkutan dengan perasaan tentu sulit untuk 

diselesaikan, karena para pihak yang bersikukuh dengan pendirianya 

untuk tidak berdamai, perkara tersebut adalah perceraian dari kurun 

waktu 2016-2020 tidak ada 1 pun perkara perceraian yang berhasil 

berdamai di Pengadilan Negeri Tulungagung, semua perkara yang 

berhasil damai adalah perkara yang menyangkut harta benda seperti 

wanprestasi dan hutang piutang. 

Penjabaran diatas tentu menunjukkan bahwasanya pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung masih banyak yang harus 

diperbaiki, hal ini perlu dilakukan supaya alternatif penyelesaian 

sengketa di Pengadilan Negeri Tulungagung lebih optimal sesuai tujuan 

yang ingin dicapai dalam mediasi. Apabila keberhasilan mediasi terus 

menurun maka perkara masuk untuk segera ditangani dan diselesaikan 

bisa semakin bertambah sehingga membutuhkan waktu yang lama dan 
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biaya yang tidak murah, tentu hal ini bertolak belakang dengan asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan terbaru terkait dengan 

mediasi yaitu Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan, yang mana perma ini lebih menegaskan I’tikad baik para 

pihak dalam proses mediasi, karena faktor kegagalan pencapaian 

keberhasilan mediasi didominasi dengan adanya I’tikad yang tidak baik 

dari para pihak yang bersengketa. Yaitu ditegaskan dalam pasal 7 ayat 

(2) Perma No 1 Tahun 2016 apabila para pihak beritikad tidak baik, 

maka dijelaskan dalam pasal 23 Perma No 1 Tahun 2016, gugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 22 Perma No 1 Tahun 2016. 

Apabila pengguggat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana 

dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016, kemudian oleh 

hakim mediator dinyatakan tidak beritikad baik, hal ini cukup bagi 

hakim pemeriksa perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( putusan NO). putusan 

tersebut langsung dijatuhkan setelah majlis hakim pemeriksa menerima 

laporan dari mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab 

jinawab, apalagi proses pembuktian (pasal 22 ayat (4) Perma No 1 

Tahun 2016). 

Berdasarkan pasal 6 Perma No 1 Tahun 2016 bahwa keharusan 

dari para pihak baik principal dan/atau kuasa hukum untuk hadir secara 
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langsung dalam pertemuan mediasi, dengan atau tanpa didampingi oleh 

kuasa hukum. Bahkan penerapan teknologi komunikasi visual untuk 

melakukan mediasi jarak jauh pun dianggap sebagai kehadiran 

langsung.  

Sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln pasal 18 Perma No 

1 Tahun 2016 juga mendorong Advokat untuk wajib membantu para 

pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi, 

diantaranya untuk menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara 

kepada para pihak, mendorong para pihak (pemberi kuasa) untuk aktif 

dalam proses mediasi dan memberikan bantuan untuk merumuskan 

rencana dan usulan kesepakatan perdamaian. Karena pada faktanya 

Advokat justru mendorong para pihak untuk memilih jalan tidak 

berdamai, karena hal ini tentu menguntungkan advokat atau kuasa 

hukum untuk mendapatkan fee yang lebih besar dengan maju pada 

proses persidangan selanjutnya. 

Keahlian individu dan skill yang dimiliki oleh seorang yang 

diangkat menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa perdata 

merupakan hal yang sangat penting, karena dengan skill tersebut 

mediator dapat berperan sebagai juru damai, prinsip utama 

pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan kemampuan 

individu dan persyaratan yang ada hubungan dengan masalah yang 

dimiliki oleh para pihak, jika kedua sisi ini sudah dipenuhi, mediator 

akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, jika persyaratan ini 
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tidak dimiliki akan sulit menjalankan mediasi karena posisi yang sangat 

lemah dan ketidak berdayaan dalam menerapkan kemampuan 

personalnya, karena mediator memiliki peran yang menentukan dalam 

proses mediasi, harus pula mampu berperan aktif dalam menjembatani 

semua masalah yang dihadapi para pihak, mampu mengendalikan dan 

menggiring para pihak mencapai perdamaian. 

Meskipun mediator hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung ada 

yang sudah memiliki sertifikat mediator (2 orang dari 6 mediator)  

namun belum mampu menjamin kualitas mediasi yang dilakukan, 

sebagai bukti berdasarkan data laporan mediasi dari tahun 2016-2020 

hanya 12 perkara yang berhasil damai dari 95 perkara yang masuk, 

walaupun berhasil sebagian, hal ini membuktikan bahwa kemampuan 

diri dalam bidang mediasi serta skill personal hakim mediator terhadap 

masalah yang akan ditangani masih rendah, jika skill personal dan 

kemampuan diri masih rendah pasti akan ditemukan berbagai kendala 

dan hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi di pengadilan belum 

ada, justru antisipasi dari para pihak yang muncul, karena ketidak 

berdayaan dalam mengatur prosedur dan materi mediasi yang menjadi 

senjata ampuh untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. 

Secara rinci hambatan-hambatan hakim mediator yang 

menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan mediasi adalah : 

a. Ada Pihak Yang Yang Memanas- Manasi 

b. Keterbatasan Mediator  
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c. Jangka waktu yang terlalu lama 

d. Para pihak tidak hadir 

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas jelaslah bahwa 

keberhasilan proses mediasi untuk menyelesaikan persengketaan sangat 

dipengaruhi oleh keinginan sendiri dari pihak yang bersengketa dan mau 

berkorban baik waktu maupun biaya, juga keseriusan hakim mediator 

dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Mendamaikan pihak yang 

bersengketa bukan suatu hal yang mudah, dan dapat dipahami bahwa 

pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tulungagung memiliki 

budaya dan watak yang berbeda, perbedaan pemahaman terhadap suatu 

permasalahan juga sering menyebabkan salah satu kendala dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Menurut kajian penulis dengan banyaknya kendala-kendala yang 

dihadapi oleh seorang hakim mediator menandakan bahwa kata damai 

sulit untuk dicapai tetapi seorang hakim harus berupaya semaksimal 

mungkin untuk mendamaikan para pihak karena dengan kerja keras 

seorang mediator dan itikad baik baik dari para pihak kendala-kendala 

tersebut bisa dijalani dengan semestinya. 

3. Upaya Hakim Mediator Di Pengadilan Negeri Tulungagung Untuk 

Memaksimalkan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata 

Upaya perdamaian sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2003 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung 
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Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 hakim senantiasa berupaya mendamaikan para pihak yang 

bersengketa dan hakim dapat pula bertindak seolah-olah sebagai 

seorang psikolog sehingga hakim dengan mudah dapat membaca 

keinginan para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakang, 

duduk persoalan sengketa, latar belakang keluarga, status sosial, dan 

sebagainya. 

Di Pengadilan hakim mediator menempuh upaya damai dengan 

cara mendekati para pihak melalui psikologis karena psikologis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kemudian memberikan 

pendekatan sosiologis yaitu memberikan pemahaman kepada para pihak 

bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan juga kelebihan , 

maka sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk menghargai perbedaan 

serta saling memaafkan satu sama lain, kemudian hakim mediator 

memberikan nasehat-nasehat keagamaan sesuai keyakinan masing-

masing, secara umum pendekatan sosial keagamaan menjadi faktor 

penting dalam mediasi kedua belah pihak, agar menjadi pertimbangan 

putusan dihadapan majlis hakim secara adil dan bijaksana. Karena 

mengedepankan ajaran agama dalam perselisihan banyak manfaatnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperlukan juga upaya-upaya 

untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh 

prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung. 
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Berkaitan dengan upaya untuk memberikan keadilan kepada para 

pihak dalam menempuh mediasi di Pengadilan, maka bisa dilihat konsep 

keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang memberikan 

pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus 

adanya unsur keadilan yang substantif yang mengacu kepada hasil dan 

unsur keadilan prosedural. Atas dasar demikian muncul istilah yang 

digunakan Rawls yaitu Justice as fairness, yaitu keadilan dianggap salah 

terjadi apabila unsur keadilan prosedural sudah tercapai.69 

Keadilan substantif diartikan sebagai keadilan yang diberikan 

sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-

kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif 

penggugat/ pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal 

prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah 

bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup 

adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak 

melaggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan subtantif 

bukan bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-

undang, melainkan dengan keadilan subtantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi 

 
69 John Rawls, A Theory Of Justice, Hardvard University Press Cambridge, Massachusets, 

diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 

12 
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tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah 

memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. 

Sedangkan keadilan prosedural merujuk pada gagasan tentang 

keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian 

sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan ini berkaitan dengan 

pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses 

hukum. Makna keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan 

dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan 

fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia) dan keadilan 

alamiah (Negara-negara Common Law lainya). Namun gagasan tentang 

keadilan procedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non 

hukum di mana beberapa proses digunakan untk menyelesaikan konflik 

atau untuk membagi-bagi keuntngan atau beban. 

Merujuk pada konsep keadilan dari John Rawls di atas, maka 

keadilan yang ingin dicapai dalam mediasi adalah keadilan prosedural 

karena salah satu aspek dari keadilan tersebut berkaitan tentang 

pembahasan bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum 

termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. 

Mediasi merupakan alternatif perdamaian di pengadilan yang 

memberikan manfaat positif sehingga tidak bisa dikatakan bahwa 

mediasi dijalankan hanya sebatas formalitas, karena sebian kecil dari 

berhasilnya mediasi juga didorong oleh mediator, karena kontribusi dari 

mediasi sedikit banyak memberikan dampak yang positif, meski tidak 
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dapat dipungkiri keberhasilanya sangat minim. Mediasi juga merupakan 

jalan keluar yang sangat baik agar permasalahan yang ada bisa 

dirundingkan melalui musyawarah bersama para pihak dan mediator. 

kegagalan dalam mediasi tidak melulu karena usaha mediator, karena 

kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian pada prinsipnya 

peran dan fungsi mediator yaitu mendamaikan para pihak dengan 

serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pelaksanaan 

kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak. Kegagalan 

mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Hakim mediator Pengadilan Negeri Tulungagung menganggap bahwa 

kontribusi yang diberikan oleh Perma No 1 Tahun 2016 sangat positif, serta 

fleksibelitas dan keleluasan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 jauh lebih baik 

dari sebelumnya. Penerapan pasal 13 tentang sertifikasi mediator di Pengadilan 

Negeri Tulungagung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana 

Pengadilan Negeri Tulungagung menggunakan hakim sebagai mediator karena 

keterbatasan mediator bersertifikat. Penerapan pasal 17 ayat (1) tentang tahap 

pramediasi hanya sebatas penentuan tanggal, hari dan pemilihan mediator, 

apabila para pihak memilih mediator non hakim atau mediator diluar 

pengadilan maka akan dikenakan biaya jasa mediator, faktor biaya inilah yang 

membuat para pihak memilih mediator di pengadilan karena dibebaskan biaya 

jasa mediator. penerapan pasal 20 ayat (5) dan pasal 14 tentang prosedur 

mediasi dan tugas hakim mediator di Pengadilan Negeri Tulungagung 

dilaksanakan dengan maksimal serta menggunakan cara yang berbeda tiap 

hakim mediator untuk menciptakan perdamaian para pihak. 

2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2016 di 

Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu banyak terjadi dari para pihak yang 

bersengketa. Yang mana mereka tidak mempunyai i’tikad baik untuk mengikuti 

proses mediasi, keterbatasan mediator juga menjadi salah satu faktor kegagalan 

dalam proses mediasi, karena di Pengadilan Negeri Tulungagung hanya 
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mempunyai 6 hakim mediator dan tidak mempunyai daftar mediator yang 

bersertifikat yang mana hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat belum 

tentu memiliki kemampuan dalam bermediasi. Faktor penghambat yang lain 

adalah dari kuasa hukum para pihak, yang mana kuasa hukum dari para pihak 

lebih sering menggiring klienya untuk tidak mencapai kesepakatan dalam 

proses mediasi tentu hal ini sangat berpengaruh pada keberhasilan dan juga 

kegagalan hakim mediator untuk menjalankan tugasnya. Jangka waktu yang 

lama juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi, 

karena dengan waktu yang lama justru mengolor waktu untuk segera 

diselesaikan padahal perkara yang masuk semakin hari semakin bertambah. 

3. Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2016 di 

pengadilan Negeri Tulungagung  yaitu dengan memberikan 3 Metode dalam 

menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu, 

pertama metode Fisiologis, yaitu jakim mediator memberikan penjelasan 

kepada para pihak terkait dampak kerugian yang akan di dapatkan ketika para 

pihak memilih jalan untuk tidak berdamai, kedua. Sosiologis, yaitu hakim 

mediator memberikan kesadaran pada para pihak bahwa setiap manusia pasti 

mempunyai kekurangan dan kelebihan maka di sarankan untuk saling 

menghargai dan memaafkan satu sama lain. ketiga, Agama, memberikan 

nasehat-nasehat keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. 

B. SARAN 

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi Pengadilan 

Agama, untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi 
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mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan anatara fungsi 

hakim dan mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para 

akademisi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang linier dengan 

profesi mediator untuk mengikuti pendidikan mediator. 

2. Kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menjalankan mediasi dengan 

sebaik-baiknya sebagaimana yang di tuangkan dalam PERMA No. 01 Tahun 

2016, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan mediasi dan teknik 

penyelesaian sengketa, sehingga bisa ditemukan kekurangan dalam teknik 

penyelesain sengketa 

3. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan sebaik 

baiknya, dan mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan 

PERMA, serta melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan 

dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik untuk mendengarkan dan 

kemungkinan berhasilnya proses mediasi dapat meningkat karena para pihak 

terpengaruh oleh mediator. 
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